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SIDANG DIBUKA PUKUL 10.16 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk
kita semua. Pagi hari ini sidang pengucapan beberapa putusan dan
ketetapan, ada tujuh perkara. Kita mulai dengan pengucapan ketetapan.

KETETAPAN
NOMOR 66[sic!]/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima
permohonan bertanggal 2 Juni 2022, yang
diajukan oleh Mochamad Mashuri,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30
Mei 2022 memberi kuasa kepada Ayyusita
Nurcholissa dan kawan-kawan, vyang
diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada 2 Juni 2022 dan telah dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK)
pada 14 Juni 2022 dengan Nomor 65/PUU-
XX/2022 mengenai Pengujian Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat
(4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
dan seterusnya, terhadap Permohonan Nomor
65/PUU-XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi
telah menerbitkan:
1) Dianggap dibacakan;
2) Dianggap dibacakan;

c. Dianggap dibacakan;



d. bahwa Mahkamah telah menerima Surat
Pemohon, bertanggal 30 Juni 2022 perihal
Penarikan  Permohonan  Pengujian  Materiil
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 dengan Nomor Perkara 65 dan
seterusnya;

e. bahwa pada 6 Juli 2022 Mahkamah
melaksanakan sidang Panel dengan agenda
Konfirmasi Penarikan Permohonan dan di dalam
persidangan salah seorang kuasa hukum
Pemohon (Marcellino Hariadi Nugroho)
membenarkan adanya penarikan permohonan
[vide Risalah Sidang Perkara Nomor 65 dan
seterusnya, tanggal 6 Juli 2022];

f. Dianggap dibacakan;
bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf f di atas, RPH pada 13 Juli
2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau
penarikan kembali permohonan Perkara Nomor
65 dan seterusnya adalah beralasan menurut
hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan
kembali permohonan a guo,

h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada
huruf g di atas, Mahkamah memerintahkan
Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali permohonan Pemohon
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan
berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik

—

Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

MENETAPKAN:

Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

Menyatakan Permohonan Nomor 65/PUU-XX/2022 mengenai
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

Menyatakan  Pemohon tidak dapat ~mengajukan  kembali
permohonan a quo;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 65/PUU-XX/2022



dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang
dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua
merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing
sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Juli, tahun
dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua
puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan
pukul 10.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas,
dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

KETETAPAN
NOMOR 66/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai
berikut:

Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima
permohonan yang diajukan oleh M. Yuhiqqul Haqqo
Gunadi, dan kawan-kawan, yang diterima
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 3 Juni 2022
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 59/PUU/PAN.MK/AP3/06/2022, bertanggal 3
Juni 2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 14 Juni
2022 dengan Nomor 66/PUU-XX/2022 mengenai
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Dianggap dibacakan:

c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah
telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap
permohonan a guo melalui Sidang Panel pada 27 Juni



2022 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal
41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim telah
memberi nasihat kepada para Pemohon untuk
memperbaiki permohonannya [vide Risalah Sidang
Perkara Nomor 65[sic!]/PUU-XX/2022, dan
seterusnya;

d. bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang
Panel dengan acara pemeriksaan Perbaikan
Permohonan para Pemohon pada 13 Juli 2022. Dalam
persidangan dimaksud para Pemohon menyatakan
menarik kembali Permohonan Nomor 66 dan
seterusnya. Selanjutnya, pada hari yang sama
Mahkamah menerima Surat para Pemohon perihal
Pencabutan Permohonan Nomor 66/PUU-XX/2022,
dan seterusnya;

e. dianggap dibacakan;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim

pada 14 Juli 2022 telah menetapkan bahwa
pencabutan atau penarikan kembali permohonan

Perkara Nomor 66 dan seterusnya adalah beralasan

menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat

mengajukan kembali permohonan a quo;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f
di atas, Mahkamah memerintahkan Panitera
Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal
penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK)
dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada para Pemohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan seterusnya;

__h

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 65[sic!]/PUU-XX/2022 mengenai
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6766) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;



3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 66/PUU-XX/2022
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang
dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua
merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel
Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing
sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Juli,
tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua
puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan
pukul 10.32 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dibantu oleh Yunita
Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para
Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden
atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
Nomor 106/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:

1. Dwi Pertiwi, Pemohon I.

2. Santi Warastuti, Pemohon II.

3. Nafiah Murhayanti, A.Md., Pemohon III.

4. Perkumpulan Rumah Cemara, Pemohon 1V.

5. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Pemohon
VI[sic].

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 12

Maret 2020, 16 Maret 2020, 22 September 2020, dan 29

September 2020 diwakili oleh Erasmus Abraham Todo Napitupulu,

S.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut

sebagai == e para Pemohon;




[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para
Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] dianggap dibacakan, [3.2] dan seterusnya maka Mahkamah

berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan, [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan
syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4]
di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian
konstitusionalitasnya dalam permohonan & guo adalah
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU
35/2009 menyatakan:

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009:
“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘Narkotika
Golongan I' adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak
digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat
tinggi mengakibatkan ketergantungan”.

Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009:

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan
pelayanan kesehatan”.

2. Bahwa Pemohon I bernama Dwi Pertiwi merupakan ibu
kandung dari seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, bernama
Musa IBN Hassan Pedersen alias Musa, yang sedang
menderita Cerebral Palsy, yakni lumpuh otak yang disebabkan
oleh perkembangan otak yang tidak normal. Sakit yang
diderita anak Pemohon I tersebut berawal dari penyakit
pneumonia yang pernah menyerangnya pada waktu bayi (vide
Bukti P-3);



3. Bahwa Pemohon II bernama Santi Warastuti adalah ibu

kandung dari anak perempuan berusia 12 tahun, bernama Pika
Sasikirana alias Pika, yang sejak dalam kandungan sampai
dilahirkan, anak Pemohon II tersebut berada dalam kondisi
kesehatan yang normal sampai akhirnya saat anak Pemohon II
duduk di bangku taman kanak-kanak kondisi kesehatannya
menurun yang ditandai dengan sering jatuh tidak sadarkan
diri, muntah, dan kejang (vide Bukti P-4). Hasil pemeriksaan
dokter menyatakan anak Pemohon II menderita epilepsi yang
perlu menjalani terapi dengan mengonsumsi obat-obatan,
terapi tusuk jari, dan fisioterapi;

. Bahwa Pemohon III bernama Nafiah Muharyanti, A.Md.,
adalah ibu dari seorang anak perempuan berusia 10 tahun,
bernama Masayu Keynan Almeera P. alias Keynan, yang
menderita Epilepsi dan Diplegia Spactic juga merupakan
bentuk dari Cerebral Palsy. Bahwa anak Pemohon III lahir
secara prematur 34 mg BB 1.4 kg telah divonis Celebral Palsy
pada usia 2 bulan yang mengakibatkan gangguan motorik
halus dan kasar serta kejang yang berulang setiap hari (vide
Bukti P-7);

. Bahwa Pemohon IV adalah Organisasi Non Pemerintah atau
Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang
secara swadaya serta didirikan atas dasar kepedulian untuk
menghapuskan stigma dan diskriminasi yang ada pada
masyarakat sehingga semua warga negara memiliki
kesempatan yang sama untuk maju dan memperoleh jaminan
atas perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di
dalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan
hak untuk mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan
dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 (vide Bukti P-8).
Berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian
Organisasi Pemohon IV mempunyai tugas dan peranan dalam
mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk
penanggulangan AIDS dan pengendalian NAPZA (Narkotika,
Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) secara nasional
beserta perumusan kebijakannya yang berpihak pada
kesetaraan dan pemenuhan hak asasi manusia.

. Bahwa Pemohon V adalah organisasi nirlaba yang bertujuan
dalam bidang sosial dan kemanusiaan untuk mendorong
terwujudnya sistem peradilan pidana dan hukum yang
berkeadilan dengan berorientasi pada nilai-nilai hak asasi
manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya hak untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak untuk
mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan dari hasil



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana
dijamin oleh UUD 1945 (wvide Bukti P-11). Berdasarkan
Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Organisasi Pemohon
V. mempunyai tugas dan peranan melakukan penelitian,
pelatihan, dan litigasi strategis, serta mendayagunakan
lembaganya sebagai sarana untuk memberikan kontribusi
dalam perumusan kebijakan bagi masyarakat sipil untuk
terlibat secara konstruktif dalam upaya mereformasi sistem
peradilan pidana, hukum pidana, dan hukum pada umumnya
yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia.
7. Bahwa Pemohon VI adalah Perkumpulan Lembaga Bantuan
Hukum Masyarakat atau LBH Masyarakat adalah Badan Hukum
berbentuk perkumpulan yang berdiri tertanggal 15 April 2008
dan didirikan berdasarkan akta Nomor 1419 tertanggal 27
Oktober 2017 dan berdasarkan surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0015845.AH.01.07
Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (vide Bukti
P-13). Bahwa Pemohon VI memiliki kepentingan konstitusional
dalam permohonan a guo untuk mewujudkan tujuan pendirian
organisasi tersebut terutama terkait salah satu fokus kerja
Pemohon VI yakni reformasi kebijakan narkotika agar lebih
berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap
orang terutama orang yang menggunakan narkotika untuk
kepentingan pengobatan terhadap dirinya.
Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 7
di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon
ITI, dan Pemohon IV telah dapat menguraikan secara spesifik
(khusus) dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, khususnya di
dalam menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal/
verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan
berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat
(1) UU 35/2009. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut
menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon 1V,
bersifat faktual atau potensial yang apabila permohonannya
dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud
tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi. Oleh
karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil
Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV perihal
inkonstitusionalitas  ketentuan  norma  Pasal-pasal  yang
dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I,
Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan
hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a
guo. Sementara itu, menurut Mahkamah terhadap Pemohon V
dan Pemohon VI tidak diperoleh adanya bukti yang meyakinkan



[3.6]

bahwa Pemohon V dan Pemohon VI di dalam melaksanakan tugas
dan perannya mempunyai hubungan secara langsung dengan
keberadaan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat
(1) UU 35/2009 dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah
berpendapat terhadap Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat
diberikan kedudukan hukumnya untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam Permohonan a guo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a guo dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III,
dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
permohonan & quo, maka selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pokok Permohonan

[3.7]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU

35/2009, para Pemohon mengemukakan alasan-alasan

sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk

Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 6 ayat (1)
huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 telah mengakibatkan
hilangnya hak para Pemohon untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD
1945;

2. Bahwa menurut para Pemohon, penggunaan narkotika sebagai
bagian dari hak atas pelayanan kesehatan telah dibatasi
berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8
ayat (1) UU 35/2009 yang menyebutkan bahwa Narkotika
Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1)
UUD 1945; 3, 4, 5 dianggap telah dibacakan.

6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon
memohon kepada Mahkamah sebagai berikut:

a. Menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU
35/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal
28H ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dibaca “Dalam ketentuan ini
yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah
Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan
kesehatan dan/atau terapi, serta mempunyai potensi
sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;



[3.8]

[3.9]

b. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 bertentangan
dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan
yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43 dan 6
(enam) orang Ahli, yaitu Dr. Iur. Asmin Fransiska, S.H., LL.M.,
Prof. Dr. H. Musri Musman, M.Sc., Prof. David Nutt DM, FRCP,
FRCPsych, FSB, FMedSci, Dlaws., Rev.Sung Seok Kang, Stephen
Rolles, B.Sc., M.A dan Dr. Pakakrong Kwankhao, Ph. D., serta 1
(satu) orang Saksi, yaitu Petrus Ridanto Busono Raharjo yang
kesemuanya didengar keterangannya dalam persidangan
Mahkamah [sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian
Duduk Perkara]l. Di samping itu, para Pemohon juga
menyampaikan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada
21 Maret 2022;
Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan
keterangan di persidangan pada 10 Agustus 2021 beserta
keterangan tertulis yang diterima di Mahkamah pada 27 Agustus
2021 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.10]Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan

yang dibacakan dalam persidangan pada 10 Agustus 2021 dan
keterangan tersebut secara tertulis yang diterima Mahkamah pada
1 September 2021 serta keterangan tambahan yang diterima
Mahkamah pada 30 Desember 2021 [selengkapnya termuat dalam
bagian Duduk Perkara]. Selain itu, Presiden juga telah
menghadirkan 6 (enam) orang Ahli, yaitu Prof. Dr. dr. Rianto
Setiabudy, Prof. Dr. Rer. Nat. Apt. Rahmana Emran Kartasasmita,
M.SI., Dr. Uni Gamayani, dr. Sp. S (K)., Dr. Aris Catur Bintoro, Sp.
S(K)., Brigjen Pol (P) Drs. Mufti Djusnir, M.SI, APT, dan Dr.
Ahmad Redi, S.H., M.H., yang kesemuanya didengar
keterangannya dalam persidangan Mahkamah [sebagaimana
selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]. Di samping
itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima
Mahkamah pada 22 Maret 2022;

[3.11]Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan

saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR,
keterangan Presiden, keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon,
serta Ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh
para Pemohon dan Presiden, serta kesimpulan para Pemohon dan
kesimpulan Presiden sebagaimana termuat pada bagian Duduk
Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil
permohonan para Pemohon.

[3.12]Menimbang bahwa berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang

dipersoalkan oleh para Pemohon pada esensinya adalah
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berkenaan dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1)
huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 sebagaimana
selengkapnya dinyatakan dalam Petitum Permohonan para
Pemohon pada Paragraf [3.7] angka 6 di atas. Namun demikian,
sebelum lebih lanjut mempertimbangkan isu konstitusionalitas
yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut di atas, penting
bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut:
[3.12.1]Bahwa semangat yang terkandung dalam UU 35/2009
sebagaimana diuraikan dalam  Konsideran dan
Penjelasan Umum Undang-Undang & guo, antara lain
menegaskan bahwa untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata
materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD
1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia
sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu
dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus,
termasuk derajat kesehatannya. Selain itu, untuk
meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia
Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang
pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain
dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis
tertentu yang dimungkinkan dibutuhkan sebagai obat
dan/atau terapi pada penyakit tertentu serta melakukan
pencegahan dan pemberantasan bahaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, terlebih
jenis narkotika tertentu. Berkaitan dengan pemanfaatan
narkotika, di satu sisi narkotika untuk jenis tertentu
merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk
pengobatan atau pelayanan kesehatan dan
pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan di sisi lain
narkotika jenis tertentu dapat pula menimbulkan
ketergantungan yang sangat tinggi pada pengguna dan
dapat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan
tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan
saksama.
Bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU 35/2009
juga ditegaskan, narkotika jenis tertentu merupakan zat
atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk
pengobatan penyakit  tertentu. Namun, jika
disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan
standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang
sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat,
khususnya generasi bangsa. Terlebih, terhadap narkotika
jenis tertentu lainnya yang oleh undang-undang benar-
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benar masih dilarang penggunaannya, selain apa yang
secara tegas diperbolehkan, seperti halnya jenis
Narkotika Golongan I yang hanya diperbolehkan untuk
pengembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut akan
sangat merugikan jika pembatasan tersebut justru ada
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang
dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi
kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya
akan dapat merusak generasi bangsa dan bahkan
melemahkan ketahanan nasional.

[3.12.2]Bahwa meskipun pemanfaatan narkotika telah digunakan
secara sah dan diakui secara hukum sebagai bagian dari
pelayanan kesehatan setidaknya di beberapa negara,
antara lain Argentina, Australia, Amerika Serikat,
Jerman, Yunani, Israel, Italia, Belanda, Norwegia, Peru,
Polandia, Romania, Kolombia, Swiss, Turki, Inggris,
Bulgaria, Belgia, Prancis, Portugal, Spanyol, Selandia
Baru, dan Thailand, namun fakta hukum tersebut tidak
serta-merta dapat dijadikan parameter, bahwa seluruh
jenis narkotika dapat dimanfaatkan untuk pelayanan
kesehatan yang dapat diterima dan diterapkan oleh
semua negara. Hal ini disebabkan adanya karakter yang
berbeda, baik jenis bahan narkotikanya, struktur dan
budaya hukum masyarakat dari negara yang
bersangkutan, termasuk sarana dan prasarana yang
dibutuhkan. Dalam perspektif ini, untuk negara
Indonesia, walaupun diperoleh fakta hukum banyak
orang yang menderita penyakit-penyakit tertentu dengan
fenomena yang mungkin “dapat” disembuhkan dengan
pengobatan yang memanfaatkan jenis narkotika
golongan tertentu, namun hal tersebut tidak berbanding
lurus dengan akibat besar yang ditimbulkan apabila tidak
ada kesiapan, khususnya terkait dengan struktur dan
budaya hukum masyarakat, termasuk sarana dan
prasarana yang dibutuhkan belum sepenuhnya tersedia.
Terlebih, berkenaan dengan pemanfaatan jenis
Narkotika Golongan I termasuk dalam kategori narkotika
dengan dampak ketergantungan yang sangat tinggi.
Oleh karena itu, pemanfaatan Narkotika Golongan I di
Indonesia harus diukur dari kesiapan unsur-unsur
sebagaimana diuraikan tersebut di atas sekalipun
terdapat kemungkinan keterdesakan untuk
pemanfaatannya.
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4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.13]Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana
tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon, yaitu
berkaitan dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009,
yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dibaca “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika
Golongan I adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan
dan/atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi
mengakibatkan ketergantungan”, serta ketentuan norma Pasal 8
ayat (1) UU 35/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap hal tersebut,
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon terkait dengan
inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a
UU 35/2009 agar dibaca “Dalam ketentuan ini yang
dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah
Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan
kesehatan dan/atau terapi, serta mempunyai potensi
sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”, menurut
Mahkamah pengelompokkan narkotika ke dalam tiga
jenis golongan sebagaimana dimaksud dalam UU
35/2009, vyaitu Narkotika Golongan I, Narkotika
Golongan II, dan Narkotika Golongan III merupakan hal
yang penting dilakukan, mengingat sifat dari ketiga
jenis golongan narkotika tersebut mempunyai dampak
yang berbeda. Demikian halnya berkenaan dengan
akibat hukum yang ditimbulkan, jika terjadi
penyalahgunaan pemanfaatan narkotika yang dapat
menimbulkan bahaya, tidak hanya berkaitan dengan
ancaman jiwa, akan tetapi juga kehidupan manusia
yang lebih luas. Oleh karenanya, sangat relevan
pembagian jenis golongan narkotika tersebut tetap
dipertahankan untuk dijadikan rujukan dalam membuat
regulasi terkait dengan penggunaan, pengkajian dan
penelitian, serta penegakan hukumnya ketika terjadi
penyalahgunaan.

Bahwa oleh karena setiap jenis golongan narkotika
memiliki dampak yang berbeda-beda, khususnya dalam
hal tingkat ketergantungannya, maka di dalam
menentukan jenis-jenis narkotika yang ditetapkan ke
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dalam suatu jenis golongan narkotika tertentu
dibutuhkan metode ilmiah yang sangat ketat. Dengan
demikian, terkait dengan adanya keinginan untuk
menggeser/mengubah pemanfaatan jenis narkotika dari
golongan yang satu ke dalam golongan yang lain maka
hal tersebut juga tidak dapat secara sederhana
dilakukan. Oleh karena itu, untuk melakukan perubahan
sebagaimana tersebut di atas dibutuhkan kebijakan
yang sangat komprehensif dan mendalam dengan
melalui tahapan penting yang harus dimulai dengan
penelitian dan pengkajian ilmiah.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan berkaitan dengan
jenis Narkotika Golongan I telah ditegaskan dalam
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 hanya
dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan
ketergantungan. Oleh karena itu, dari pembatasan
imperatif dimaksud secara sederhana dapat dipahami
bahwa Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika
yang mempunyai dampak paling serius dibandingkan
dengan jenis narkotika Golongan I. Dengan demikian,
dalam hal pemanfaatan Narkotika Golongan I tidak
dapat dilepaskan dari keterpenuhan syarat-syarat yang
sangat ketat tersebut, terlebih apabila akan dilakukan
perubahan pemanfaatannya ke dalam pemanfaatan lain
(berbeda) yang potensial menimbulkan korban nyawa
manusia, jika tidak dilakukan terlebih dahulu pengkajian
dan penelitian secara ilmiah.

Bahwa berkaitan dengan pemanfaatan jenis Narkotika
Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi,
sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, hal
tersebut sama halnya dengan keinginan untuk
mengubah pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I
yang secara imperatif hanya diperbolehkan untuk
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Pembatasan
pemanfaatan demikian tidak terlepas dari pertimbangan
bahwa jenis Narkotika Golongan I tersebut mempunyai
potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang
diperoleh dalam persidangan, telah ternyata keinginan
para Pemohon untuk diperbolehkannya jenis Narkotika
Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi
belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan
penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara
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ilmiah di Indonesia. Dengan belum adanya bukti ihwal
pengkajian dan penelitian secara komprehensif
tersebut, maka keinginan para Pemohon sulit
dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Mahkamah untuk
diterima alasan rasionalitasnya, baik secara medis,
filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sementara itu,
berkenaan  dengan  fakta-fakta  hukum  dalam
persidangan yang menegaskan bahwa beberapa negara
telah secara sah menurut undang-undangnya
memperbolehkan pemanfaatan narkotika secara legal,
hal tersebut tidak serta-merta dapat digeneralisasi
bahwa negara-negara yang belum atau tidak
melegalkan pemanfaatan narkotika secara bebas
kemudian dapat dikatakan tidak mengoptimalkan
manfaat narkotika dimaksud.

Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas,
Mahkamah dapat memahami dan memiliki rasa empati
yang tinggi kepada para penderita penyakit tertentu
yang “secara fenomenal” menurut para Pemohon dapat
disembuhkan dengan terapi yang menggunakan jenis
Narkotika Golongan I, sebagaimana yang dialami oleh
anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.
Namun, mengingat hal tersebut belum merupakan hasil
yang valid dari pengkajian dan penelitian secara ilmiah
maka dengan mengingat efek atau dampak yang dapat
ditimbulkan apabila Mahkamah menerima argumentasi
para Pemohon a guo. Oleh karenanya tidak ada pilihan
lain bagi Mahkamah untuk mendorong penggunaan
jenis Narkotika Golongan I dengan sebelumnya
dilakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah
berkaitan dengan kemungkinan pemanfaatan jenis
Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan
dan/atau terapi. Selanjutnya, hasil pengkajian dan
penelitian secara ilmiah tersebut dapat dijadikan
sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-
undang di dalam merumuskan kemungkinan perubahan
kebijakan berkenaan dengan pemanfaatan jenis
Narkotika Golongan I.

Bahwa pengkajian dan penelitian sebagaimana
dimaksud di atas dapat diselenggarakan oleh
Pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin dari
Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13
ayat (1) UU 35/2009, yang menyatakan “Lembaga ilmu
pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang
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[3.13.2]

diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat
memperoleh, menanam, menyimpan, dan
menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu
pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin
Menteri”. Lebih lanjut ditegaskan mengenai syarat dan
tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan
Narkotika sebagaimana dimaksud didasarkan pada
Peraturan Menteri, sesuai dengan semangat Pasal 13
ayat (2) UU 35/2009. Artinya, lembaga pemerintah dan
swasta secara bersama-sama atau pemerintah secara
tersendiri melakukan pengkajian dan penelitian untuk
menelaah secara ilmiah berkaitan dengan jenis
Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan
kesehatan ataupun terapi. Lebih lanjut, pengkajian dan
penelitian yang dilakukan terhadap jenis Narkotika
Golongan I secara konkret dilakukan berdasarkan
standar profesi penelitian kesehatan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di
samping hasil pengkajian dan penelitian tersebut dapat
memberikan telaahan secara ilmiah yang membuktikan
kebenaran “hipotesis” tersebut, yaitu penggunaan atau
pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I dapat
diperuntukkan guna keperluan pelayanan kesehatan
dan/atau terapi untuk pengobatan penyakit tertentu,
yang kemudian dilanjutkan dengan = menguji
penerapannya untuk kepentingan praktis.

Bahwa selanjutnya penting dijelaskan, diperlukannya
kepastian jenis Narkotika Golongan I dapat digunakan
untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi
melalui pengkajian dan penelitian dimaksud, di satu sisi
juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum
dan keselamatan kepada masyarakat dari bahaya
penggunaan jenis Narkotika Golongan I yang berpotensi
sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh
karena itu, secara imperatif sebelum ada hasil
pengkajian dan penelitian, jenis Narkotika Golongan I
hanya  benar-benar  digunakan  untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan
untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Bahkan
bagi penyalahguna jenis Narkotika Golongan I yang
secara tidak sah diancam dengan pidana penjara sangat
berat (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU
35/2009). Sanksi ancaman pidana penjara yang sangat
berat dimaksud disebabkan karena negara benar-benar
ingin melindungi keselamatan bangsa dan negara dari
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bahaya penyalahgunaan narkotika, khususnya jenis
Narkotika Golongan I. Dengan demikian, perlindungan
kepada masyarakat dapat benar-benar diwujudkan
karena jenis Narkotika Golongan I tetap harus
dipandang sebagai jenis narkotika paling berbahaya,
khususnya apabila  dikaitkan dengan dampak
ketergantungannya yang sangat tinggi.

Bahwa oleh karena tingkat ketergantungan jenis
Narkotika Golongan I sangat tinggi dan berbahaya
untuk kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, Narkotika
Golongan I dilarang juga digunakan untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Sebab,
pemberian pelayanan kesehatan yang aman kepada
masyarakat merupakan tanggung jawab Negara
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, yang menyatakan,
“Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan
secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta
merata dan nondiskriminatif” dan “Pemerintah dan
pemerintah  daerah  bertanggung jawab  atas
penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)”. Oleh karena itu, Negara
dalam konteks pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I
khususnya, dan jenis Narkotika Golongan II serta jenis
Narkotika Golongan III pada umumnya, wajib
melakukan pengawasan secara ketat agar penggunaan
narkotika  tidak  disalahgunakan. Di  samping
pertimbangan hukum tersebut di atas, negara juga
wajib menjamin  setiap warga negara untuk
mendapatkan pemenuhan hak dalam pelayanan
kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H
ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks inilah rasionalitas
sesungguhnya yang menjadi salah satu alasan sangat
penting dilakukannya pengkajian dan penelitian jenis
Narkotika Golongan I yang dimungkinkan untuk
pelayanan kesehatan dan/atau terapi, termasuk dalam
hal ini untuk kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia
diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan dan
rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
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(2) UU 35/2009 (vide keterangan Presiden bertanggal
22 Juni 2021, him. 17).
Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, sesungguhnya
kebutuhan akan adanya kepastian dapat atau tidaknya
jenis Narkotika Golongan I digunakan untuk
kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau terapi
sudah sejak lama menjadi kebutuhan yang sangat
mendesak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta
hukum dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU
35/2009 yang sudah mencantumkan “larangan secara
tegas penggunaan jenis Narkotika Golongan I untuk
terapi”. Dengan kata lain, sesungguhnya “fenomena”
perihal kebutuhan terhadap jenis Narkotika Golongan I
untuk dapat dimanfaatkan guna keperluan terapi sudah
muncul sejak sebelum UU 35/2009 diundangkan.
Dengan demikian, melalui Putusan a guo, Mahkamah
perlu  menegaskan agar pemerintah  segera
menindaklanjuti Putusan & quo berkenaan dengan
pengkajian dan penelitian jenis Narkotika Golongan I
untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi,
yang hasilnya dapat digunakan dalam menentukan
kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya
perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-
undang guna mengakomodir kebutuhan dimaksud.
Sebab, penyerahan kewenangan oleh Mahkamah
kepada pembentuk undang-undang didasarkan karena
Uu 35/2009 a quo tidak hanya mengatur tentang
penggolongan jenis narkotika akan tetapi termasuk di
dalamnya juga mengatur tentang sanksi-sanksi pidana.
Oleh karena terhadap undang-undang vyang di
dalamnya memuat substansi hal-hal yang berkenaan
dengan pemidanaan  (kriminalisasi/dekriminalisasi),
Mahkamah dalam beberapa putusannya telah
berpendirian hal-hal tersebut menjadi kewenangan
pembentuk undang-undang (open legal policy).
Sehingga, terhadap UU 35/2009 inipun oleh karena di
samping mengatur tentang pemanfaatan narkotika yang
diperlukan pengaturan yang sangat rigid dan secara
substansial narkotika adalah persoalan yang sangat
sensitif, serta karena alasan UU 35/2009 memuat
sanksi-sanksi pidana, maka cukup beralasan apabila
pengaturan norma-normanya diserahkan kepada
pembentuk undang-undang untuk menindaklanjutinya.
[3.13.3] Bahwa terhadap hasil pengkajian dan penelitian apabila
ternyata jenis Narkotika Golongan I dapat dimanfaatkan
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untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi dan
diperlukannya peraturan-peraturan pelaksana, maka
pemerintah bersama-sama dengan para pemangku
kepentingan harus mengatur secara detail tentang
antisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan jenis
Narkotika Golongan I. Oleh karena itu, melalui
Putusan @ guo Mahkamah juga mengingatkan agar
pembentuk  undang-undang, termasuk pembuat
peraturan pelaksana harus benar-benar cermat dan
hati-hati dalam mengantisipasi hal-hal tersebut,
mengingat kultur dan struktur hukum di Indonesia

masih memerlukan edukasi secara terus menerus.
[3.14]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan telah ternyata
ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 telah
memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum berkaitan dengan
hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta demi meningkatkan
kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia

sebagaimana di antaranya dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1)

UUD 1945. Di samping itu, ketentuan tersebut juga telah

memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan sebagaimana di antaranya dimaksud dalam

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalill

permohonan para Pemohon berkenaan dengan

inkonstitusionalitas ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

UU 35/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15]Menimbang bahwa selanjutnya dalil para Pemohon berkaitan
dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009
yang menurut para Pemohon telah mengakibatkan hilangnya hak
para Pemohon untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa manfaat kesehatan
dari jenis Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal
28C ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil permohonan para

Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai

berikut:

[3.15.1] Bahwa dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 8
ayat (1) UU 35/2009 sebagaimana didalilkan para
Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan,
berkaitan dengan penilaian konstitusionalitas
keberlakuan norma Pasal @ guo tidak dapat dipisahkan
dengan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a
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[3.15.2]

UU 35/2009 yang telah dipertimbangkan sebelumnya
oleh Mahkamah. Adapun ketentuan Penjelasan Pasal 6
ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009
masing-masing selengkapnya sebagai berikut:
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009:

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘Narkotika
Golongan I' adalah Narkotika yang hanya dapat
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan
ketergantungan”.

Pasal 8 ayat (1) UU 35/20009:

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk
kepentingan pelayanan kesehatan”.

Bahwa oleh karena ketentuan norma Pasal 8 ayat (1)
UU 35/2009 esensinya adalah menegaskan tentang
larangan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk
pelayanan kesehatan, sementara itu Penjelasan Pasal 6
ayat (1) huruf a UU 35/2009 menegaskan tentang
pembatasan pemanfaatan narkotika hanya untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan larangan
penggunaan atau pemanfaatan jenis Narkotika
Golongan I untuk terapi. Dengan demikian, oleh karena
di dalam  mempertimbangkan  konstitusionalitas
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009,
Mahkamah telah berpendirian agar segera dilakukan
pengkajian dan penelitian terhadap jenis Narkotika
Golongan I untuk dapat atau tidaknya dimanfaatkan
untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi, di mana
terapi juga merupakan bagian dari kesehatan maka
penegasan Mahkamah tersebut berkaitan agar segera
dilakukannya pengkajian dan penelitian terhadap jenis
Narkotika Golongan I, yang dimungkinkan dapat
dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau
terapi, maka hal tersebut juga berlaku di dalam
mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8
ayat (1) UU 35/2009 a guo. Sehingga, Mahkamah
berpendapat pertimbangan hukum di dalam menilai
konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a
UU 35/2009 dimaksud menjadi satu kesatuan dan
dipergunakan dalam mempertimbangkan
konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009.
Dengan demikian, oleh karena Mahkamah telah
berpendirian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU
35/2009 adalah  konstitusional maka sebagai
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konsekuensi yuridisnya terhadap ketentuan norma Pasal
8 ayat (1) UU 35/2009 inipun harus dinyatakan
konstitusional.

[3.16]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan telah ternyata
ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 telah memberikan
kepastian hukum berkaitan dengan hak mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapat pendidikan
dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan
umat manusia, sebagaimana di antaranya dimaksud dalam Pasal
28C ayat (1) UUD 1945. Di samping itu, ketentuan
tersebut juga telah memberikan kepastian hukum berkaitan
dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana di
antaranya dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan
demikian, dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan
inkonstitusionalitas ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009
adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan permohonan para
Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Sedangkan dalil-dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih
lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas,
Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a guo;

[4.3] Pemohon V dan Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a guo;

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut
hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48
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Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat
diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P.
Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal
tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, dan pada hari
Kamis, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh
dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun
dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.19 WIB, oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P.
Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad
Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para
Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili,
dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 25/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Dr. Abdullah Hehamahua, M.H.

Sebagai e
Pemohon I;

2, 3, 4, sampai 23, dianggap dibacakan.

24. Muhammad Haikal Firzuni

22



[1.2]

Sebagai -------------------===-=-mmmmmemeeeeemee oo eee————= Pemohon
XX1V;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Februari, 23
Februari, 24 Februari, 25 Februari, 14 Maret, dan 17 Maret 2022
memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.,
dan kawan-kawan

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIV disebut
sebagai  -------==mmmmmmm e e para
Pemohon;

Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan
Rakyat;

Membaca dan mendengar keterangan Presiden;

Membaca keterangan ahli para Pemohon;

Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili

permohonan & guo dan permohonan diajukan masih dalam
tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
permohonan & quo, maka selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan ~ permohonan  provisi dan  pokok
permohonan.

Dalam Provisi
[3. 15] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan

provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk
menjatuhkan Putusan Sela dengan memerintahkan kepada
Pemerintah untuk menunda segala tindakan/kebijakan dan
menunda penerbitan segala aturan turunan, /n casu Peraturan
Pelaksana UU 3/2022 sampai dengan adanya putusan akhir
terhadap pokok permohonan & guo, dengan alasan menurut
para Pemohon untuk menghindari terjadinya dampak yang lebih
besar, dan agar tetap terwujudnya perlindungan kepastian
hukum atas hak-hak para Pemohon yang dilanggar dalam
proses pembentukan UU 3/2022.

Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, penting
bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengujian undang-
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undang bukanlah bersifat adversarial dan bukan merupakan
perkara yang bersifat /interpartes atau bukan merupakan
sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguiji
keberlakuan suatu undang-undang vyang bersifat umum
yang berlaku bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu,
terhadap permohonan provisi @ guo, haruslah dipertimbangkan
secara tersendiri dan kasuistis sepanjang hal tersebut relevan
dan mendesak untuk dilakukan. Namun, setelah Mahkamah
mencermati secara saksama alasan permohonan provisi yang
diajukan oleh para Pemohon lebih berkaitan erat dengan materi
muatan UU 3/2022 sehingga tidak tepat apabila dijadikan
sebagai alasan permohonan provisi dalam pengujian formil.

Terlebih lagi, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan yang

kuat untuk menunda keberlakuan UU a guo. Di samping itu,

Mahkamah juga telah memberikan batasan waktu yang singkat

untuk memutus perkara pengujian formil sebagaimana telah

dipertimbangkan pada Paragraf [3.9] di atas. Dengan demikian,
permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut
hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan
pengujian formil terhadap UU 3/2022 karena, menurut para

Pemohon, proses pembentukan UU 3/2022 bertentangan

dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 27

ayat (1), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dengan alasan

sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk

Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, dalam tahap pembentukan
UU IKN telah secara terang benderang melanggar asas-
asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Bertentangan dengan asas kejelasan tujuan

b. Bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis,
hierarki dan materi muatan

c. Bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan

d. Bertentangan dengan asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan

e. Bertentangan dengan asas keterbukaan

Menurut para Pemohon, dari 28 (dua puluh delapan)

tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya ada 7

(tujuh) agenda yang dokumen ... yang di dokumen ... yang
. saya ulangi, hanya ada 7 agenda yang dokumen dan

informasinya dapat diakses, sedangkan 21 (dua puluh satu)

agenda lainnya informasi dan dokumennya tidak dapat

diakses publik sehingga hal tersebut menggambarkan

bahwa representasi masyarakat yang terlibat dalam
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pembahasan RUU IKN sangatlah parsial dan tidak holistik.
Padahal IKN merupakan perwujudan bersama Ibu Kota
Negara Republik Indonesia yang seharusnya dapat lebih
memperluas partisipasi publik. Selain itu, partisipasi publik
tersebut seharusnya diberikan kesempatan yang cukup
mengakomodir pihak-pihak dari berbagai daerah, terutama
pihak-pihak yang terdampak, yakni masyarakat Kalimantan
terutama Kalimantan Timur sebagai pihak yang lahannya
akan dipakai menjadi lokasi IKN Nusantara, di mana
terdapat hak-hak konstitusional masyarakat Kalimantan
terkait dengan hak atas harta benda vyang di
bawah kekuasaannya, hak untuk mempunyai hak milik
pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapa pun, termasuk hak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan  lingkungan  hidup  baik dan sehat.
Menurut para Pemohon, hingga saat ini masih banyak
masalah peralihan lahan, penempatan masyarakat setelah
lahannya diambil oleh negara, yang memungkinkan adanya
diskriminasi. Sedangkan, bagi masyarakat Jakarta yang
merupakan pihak yang terdampak apabila nanti Provinsi DKI
Jakarta sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, akan
menjadi apa dan untuk siapa gedung-gedung pemerintahan
yang sudah terbangun di Jakarta. Terhadap hal-hal
tersebut, tidak terakomodir dalam proses pembentukan UU
3/2022 yang sangat cepat dan terburu-buru. Terlebih lagi,
menurut para Pemohon, berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, telah dinyatakan
detail model partisipasi masyarakat dalam pembentukan
undang-undang, yang apabila hal itu tidak terpenuhi dapat
membuat undang-undang cacat secara formil. Oleh karena
adanya cacat formil dalam partisipasi masyarakat dalam
pembentukan UU 3/2022, maka telah nyata dan terang
benderang pembentukan UU IKN adalah cacat formil dan
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22A UUD
1945 juncto Pasal 5 huruf g UU 12/2011. Tambah lagi,
menurut para Pemohon, partisipasi masyarakat juga dijamin
sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat
(1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Bahwa menurut para Pemohon, dari tahapan yang
tergambar dalam tabel yang dapat diakses pada laman
https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368 tahapan
pembentukan UU 3/2022 dari sejak tanggal 3 November
2021 sampai dengan 18 Januari 2022 hanya memakan
waktu 42 hari sehingga tergolong sangat cepat (fast track
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[3.17]

[3.18]

[3.19]

legisiation) untuk pembahasan sebuah RUU yang berkaitan
dengan IKN yang sangat strategis dan berdampak luas.
Praktik fast track legislation tersebut menurut para
Pemohon inkonstitusional karena berimplikasi pada tidak
terwujudnya proses deliberatif dalam pembentukan undang-
undang sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas,
para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar
menyatakan UU 3/2022 tidak memenuhi ketentuan
pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 serta
menyatakan UU 3/2022 bertentangan dengan UUD 1945
oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan

daliinya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti

surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-

44, serta dua (dua) orang ahli yaitu Prof. Susi Dwi Harijanti,

S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM.,

yang keterangannya diterima Mahkamah masing-masing pada 8

Mei 2022 dan 18 Mei 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian

Duduk Perkara). Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan

kesimpulan bertanggal 25 Mei 2022 yang diterima Mahkamah

pada 25 Mei 2022.

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah

menyampaikan  keterangan yang didengarkan  dalam

persidangan pada 21 April 2022 beserta keterangan tertulis dan

lampirannya yang diterima Mahkamah pada 25 Mei 2022

(selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan

dalam persidangan tanggal 21 April 2022 yang keterangan

tertulisnya diterima di Mahkamah tanggal 19 April 2022, yang
kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang
diterima Mahkamah tanggal 25 Mei 2022. Selain itu, untuk
mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan alat
bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan
bukti PK-5 dan lampiran keterangan tambahan, serta 1 (satu)

orang ahli yang bernama Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., dan 1

(satu) orang saksi yaitu Prof. Bambang Permadi Soemantri

Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., yang keterangan tertulisnya

diterima Mahkamah pada 18 Mei 2022 dan didengar

keterangannya dalam persidangan pada 18 Mei 2022

(selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden

juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 25 Mei 2022 dan bukti
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[3.20]

[3.21]

tambahan [Bukti PK-6 sampai dengan Bukti PK-30] yang

diterima Mahkamah pada 27 Mei 2022.

Sementara itu, terkait dengan bukti tambahan bertanda bukti

PK-6 sampai dengan bukti PK-30, bukti dimaksud diserahkan

atas permintaan Mahkamah dalam persidangan pada 21 April

2022 dan 18 Mei 2022. Hal tersebut dimaksudkan untuk

memperkuat keyakinan Mahkamah dalam memutus perkara a

guo. Di samping itu, berkenaan dengan penyerahan bukti yang

dilakukan bersama-sama dengan penyerahan kesimpulan, hal
tersebut dapat dibenarkan, mengingat dalam perkara pengujian
undang-undang tidak bersifat /nterpartes, sehingga kesempatan
para pihak untuk melakukan /nzage bukan merupakan hak atau

kewajiban dari para pihak. Terlebih lagi, berdasarkan Pasal 54

UU MK keterangan dan bukti yang dibutuhkan Mahkamah

adalah untuk kepentingan Mahkamah dalam memeriksa dan

memutus perkara pengujian undang-undang. Tambah lagi,
dalam persidangan justru para Pemohonlah yang memohon
kepada Mahkamah agar Pemerintah melengkapi bukti-bukti
terkait dengan proses pembentukan UU 3/2022 [vide Risalah

Sidang tanggal 21 April 2022, him. 37]. Oleh karena itu, terkait

dengan bukti PK-6 sampai dengan bukti PK-30 yang diserahkan

oleh Pemerintah bersama-sama dengan Kesimpulan, Mahkamah
tetap mempertimbangkan sebagai bagian dari substansi untuk
memutus perkara a guo;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca

secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR

beserta lampirannya, keterangan Presiden, keterangan ahli para

Pemohon, keterangan ahli dan saksi Presiden, bukti-bukti

surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden,

kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden,
sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk

Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil

permohonan para Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil-dalil permohonan

yang diajukan oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah

akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan
pembentukan undang-undang sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang telah diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021 telah
menegaskan terkait dengan pengujian formil sebagai berikut:
[3.15.1] dianggap dibacakan.

2. Bahwa selanjutnya Mahkamah juga telah menegaskan
kembali perihal pembentukan undang-undang dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 vyang
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diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 25
November 2021, sebagai berikut, dianggap dibacakan sampai
dengan halaman ... halaman 329.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang dikutip tersebut
di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-
dalil para Pemohon berkenaan dengan pembentukan UU
3/2022, sebagai berikut:

7. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.22] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU
3/2022 tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang
berkesinambungan vyaitu mulai dari dokumen perencanaan
pembangunan, perencanaan regulasi/legislasi, perencanaan
keuangan negara dan pelaksanaan pembangunannya sehingga
pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya
bertentangan dengan “asas kejelasan tujuan” sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011.

Terhadap dalil para Pemohon a guo, terlebih dahulu Mahkamah
akan menegaskan maksud “asas kejelasan tujuan” sebagaimana
ditentukan dalam UU 12/2011 adalah setiap pembentukan
peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang
jelas yang hendak dicapai [vide Penjelasan Pasal 5 huruf a UU
12/2011]. Sekalipun UU Nomor 12 Tahun 2011 diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya
disebut UU 13/2022) namun pengertian asas kejelasan tujuan
tersebut masih tetap dirumuskan sama [vide Pasal 5 huruf a UU
13/2022]. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai
konstitusionalitas norma UU 3/2022, karena berkenaan dengan
keterpenuhan syarat formil pembentukan undang-undang tidak
dapat dilepaskan dari asas kejelasan tujuan. Berkaitan dengan
hal ini, dalam UU 3/2022 telah dicantumkan tujuan dibentuknya
UU a qguo sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang
menyatakan bahwa:

“Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk
semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk, a, b, ¢
dianggap dibacakan.

Terkait dengan tujuan tersebut dijelaskan pula dalam Penjelasan
Umum UU 3/2022 yang menyatakan bahwa:

“Pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki
visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang
bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi
acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di
Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk
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mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai, a, b, ¢ dianggap
dibacakan.
Lebih lanjut, masih berkaitan dengan tujuan pembentukan UU
3/2022 pada Penjelasan Pasal 2 huruf a UU a guo dijelaskan
maksud dari "kota berkelanjutan di dunia" adalah kota yang
mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan
pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya air
dan energi yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan,
moda transportasi terpadu, lingkungan layak huni dan sehat,
dan lingkungan alam dan binaan yang sinergis, yang di
dalamnya juga menetapkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota di
dalam hutan (forest city) untuk memastikan kelestarian
lingkungan dengan minimal 75% (tujuh puluh lima persen)
kawasan hijau, serta rencana Ibu Kota Nusantara dijalin dengan
konsep masterplan yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan
ekologi alam, kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada
secara harmonis. Demikian pula dengan Penjelasan Pasal 2
huruf b UU 3/2022 yang berkaitan dengan tujuan "penggerak
ekonomi Indonesia di masa depan" dijelaskan maksudnya
adalah sebagai kota yang progresif, inovatif, dan kompetitif
dalam aspek teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. Artinya,
IKN menetapkan strategi ekonomi superhub yang terkait dengan
strategi tata ruang untuk melampaui potensi saat ini,
memastikan sinergi yang produktif antara tenaga kerja,
infrastruktur, sumber daya, dan jaringan, serta memaksimalkan
peluang kerja bagi seluruh penduduk kota. Terakhir, berkaitan
dengan tujuan pembentukan UU 3/2022 sebagai “simbol
identitas nasional" dijelaskan maksudnya adalah kota yang
mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran
bangsa yang mencerminkan kekhasan Indonesia [vide
Penjelasan Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf ¢ UU 3/2022].
[3.22.1] Bahwa berkenaan dengan tujuan pembentukan IKN
sebelum dituangkan dalam UU 3/2022 telah
dicantumkan atau masuk dalam  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024 yang pada prinsipnya menjabarkan secara
bertahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025 (vide Keterangan Pemerintah
him. 19-20) dan Visi Indonesia 2033 yang secara
eksplisit menyatakan adanya pemindahan episentrum
Nusantara ke Kalimantan (vide bukti PK-20), yang
pada pokoknya menyatakan pembentukan Ibu Kota
Negara masuk sebagai salah satu rencana Proyek
Prioritas Strategis (Major Project) RPIJMN 2020-2024
(vide Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
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[3.22.2]

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 selanjutnya
disebut Perpres 18/2020). Pembentukan Ibu Kota
Negara tersebut dilatarbelakangi salah satunya guna
meningkatkan ~ pembangunan  kawasan  timur
Indonesia untuk pemerataan wilayah. Selain itu, RUU
IKN juga masuk dalam agenda pembangunan
pengembangan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan antar wilayah di Indonesia [vide Bab IX
Kaidah Pelaksanaan Bagian Kerangka Regulasi
Lampiran I Perpres 18/2020 pada him. 273 = IX.7].

Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan dalil para
Pemohon yang mempersoalkan RUU IKN tidak
memiliki perencanaan legislasi, penting pula bagi
Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu
maksud perencanaan legislasi dalam UU 12/2011
yang tidak dapat dilepaskan dari pengertian Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) yaitu instrumen
perencanaan program pembentukan Undang-Undang
yang disusun secara terencana, terpadu, dan
sistematis [vide Pasal 1 angka 9 UU 12/2011].
Berkenaan dengan hal tersebut, UU 12/2011
menghendaki penyusunan Undang-Undang dilakukan
dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas
program pembentukan Undang-Undang dalam
rangka mewujudkan sistem hukum nasional [vide
Pasal 16 dan Pasal 17 UU 12/2011]. Prolegnas
dimaksud memuat program pembentukan undang-
undang dengan judul rancangan undang-undang,
materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan
peraturan perundang-undangan lainnya [vide Pasal
19 ayat (1) UU 12/2011]. Dengan merujuk pada
Lampiran I Perpres 18/2020 menyatakan pada
pokoknya untuk pembentukan Ibu Kota Negara perlu
dasar hukum. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah
mengusulkan kepada DPR untuk memasukkan RUU
tentang Ibu Kota Negara dalam Prolegnas yang
kemudian diundangkan menjadi UU 3/2022 sebagai
landasan pelaksanaan perpindahan Ibu Kota Negara.
Terkait dengan pencantuman RUU IKN ke dalam
Prolegnas, DPR menerangkan bahwa RUU IKN telah
masuk Prolegnas jangka menengah 2020-2024
berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR
RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional
Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 yang
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ditetapkan tanggal 17 Desember 2019 [vide Lampiran
1. Keterangan DPR] sebagaimana tercantum pada
nomor 131. Selanjutnya, setiap tahun selalu masuk
dalam Prolegnas prioritas tahunan yaitu pada tahun
2020 dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas
sebagaimana tercantum pada Nomor 46 [vide
Lampiran 2 Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR
RI/I1/2019-2020 ditetapkan tanggal 22 Januari 2020
tentang Program Legislasi Nasional Rancangan
Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 = PK-
1.Pemerintah]; pada tahun 2021 diajukan kembali
sebagai Prolegnas Prioritas sebagaimana tercantum
dalam nomor 28 [vide Lampiran 3 Surat Keputusan
DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-
Undang Prioritas Tahun 2021 ditetapkan tanggal 23
Maret 2021 dan Program Legislasi Nasional
Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-
2024 = PK-25.Pemerintah]. Ketika ada pembahasan
evaluasi Prolegnas Prioritas tahun 2021, RUU IKN
tetap diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam
nomor 29 [vide Lampiran 4 Surat Keputusan DPR RI
Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tentang Program
Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang
Prioritas Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 30
September 2021 dan Program Legislasi Nasional
Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun
2020-2024]; dan pada saat pembahasan prioritas
tahunan 2022, RUU IKN dimasukkan kembali dalam
Prolegnas Prioritas Tahun 2022 sebagaimana
tercantum dalam Nomor 33 [vide Lampiran 5
berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR
RI/I1/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional
Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022
ditetapkan tanggal 7 Desember 2021 dan Program
Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang
Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 = PK-
25.Pemerintah]. Seluruh proses pangajuan Prolegnas
Prioritas tahunan ini pun dilakukan sesuai dengan
ketentuan UU 12/2011 vyakni diajukan sebelum
penetapan Rancangan Undang-Undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU
APBN) [vide Pasal 20 ayat (5) UU 12/2011]. Hal ini
dimaksudkan agar pembentukan suatu undang-
undang  mendapatkan  kejelasan  dari  sisi
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[3.22.3]

penganggarannya, tidak hanya berkaitan dengan
anggaran pembentukan undang-undangnya, namun
juga diperhitungkan dampak undang-undang
tersebut bagi keuangan negara, oleh karenanya
harus dibahas dan ditetapkan usulan RUU dalam
Prolegnas sebelum RUU APBN ditetapkan.

Terlebih lagi, dalam keterangannya, Pemerintah dan
DPR menerangkan bahwa pemindahan Ibu Kota
Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong
percepatan pengurangan kesenjangan dan
peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di
luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Selain
itu, hadirnya UU 3/2022 merupakan sarana untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, juga
untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman,
modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta
menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan
wilayah lainnya di Indonesia dan hal tersebut juga
merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan
tujuan  bernegara, sekaligus sebagai upaya
mewujudkan salah satu cita-cita dalam visi Indonesia
2045 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 25/PUU-
XX/2022, tanggal 21 April 2022].

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di
atas telah ternyata perencanaan pembentukan IKN
merupakan bagian dari program sistem perencanaan
pembangunan nasional yang telah tercantum dalam
Lampiran Perpres 18/2020 dan telah pula
dituangkan dalam Prolegnas jangka menengah
2020-2024 dan telah diprioritaskan setiap tahunnya
sejak tahun 2020 sehingga semakin menegaskan
bahwa pembentukan IKN telah benar-benar memiliki
kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5
huruf a UU 12/2011. Terlepas dari adanya dalil para
Pemohon yang menyatakan bahwa rencana
pembentukan IKN ini seolah-olah “disusupkan”
dalam RPJMN tahun 2020-2025, menurut Mahkamah
alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tidak
cukup membuktikan bahwa dalil @ guo benar
adanya, apalagi untuk dapat mematahkan
argumentasi atau fakta hukum serta bukti-bukti yang
diajukan oleh Pemerintah dan DPR. Oleh karena itu,
menurut  Mahkamah, untuk melihat secara
menyeluruh tujuan dan kejelasan sebuah undang-
undang haruslah dilihat secara keseluruhan norma
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undang-undang tersebut yang selanjutnya apabila
dianggap dapat merugikan hak konstitusional atau
menyimpangi dari tujuan dibentuknya undang-
undang maka dapat dilakukan pengujian secara
materiil terhadap norma dimaksud ke Mahkamah
Konstitusi. Dengan demikian, sesungguhnya dengan
telah  dicantumkannya maksud dan tujuan
penyusunan undang-undang dalam UU 3/2022 dan
dijelaskan secara komprehensif dalam Penjelasan
Umum sebagaimana hal tersebut juga telah
dinyatakan dalam Perpres 18/2020 mengenai RPJMN
maka tujuan pembentukan UU 3/2022 pada
prinsipnya telah memenuhi “asas kejelasan tujuan”
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU
12/2011.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
dalii para Pemohon yang menyatakan bahwa
pembentukan UU 3/2022 telah melanggar “asas
kejelasan tujuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5
huruf a UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut
hukum.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

[3.23] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan UU
3/2022 banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan
IKN dalam peraturan pelaksana, sehingga menurut para
Pemohon pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan asas-
asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya
bertentangan dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki,
dan materi muatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c
UU 12/2011.

Terhadap dalil @ guo, penting bagi Mahkamah untuk
menegaskan terlebih dahulu maksud asas kesesuaian antara
jenis, hierarki, dan materi muatan bahwa dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan harus benar-benar
memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis
dan hierarki peraturan perundang-undangan [vide Penjelasan
Pasal 5 huruf ¢ UU 12/2011]. Berkaitan dengan jenis dan
hierarki dimaksud harus dikaitkan dengan Pasal 7 UU 12/2011
yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan terdiri atas: a). UUD 1945; b). Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat; c). Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang; d). Peraturan
Pemerintah; e). Peraturan Presiden; f). Peraturan Daerah
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Provinsi; dan g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan,
berkaitan dengan materi muatan untuk masing-masing jenis
peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan dalam Pasal
10 sampai dengan Pasal 15 UU 12/2011. Dalam hal ini, khusus
terkait dengan materi muatan yang harus diatur dengan
undang-undang berisi: a) pengaturan lebih lanjut mengenai
ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b) perintah suatu Undang-Undang untuk diatur
dengan Undang-Undang; c) pengesahan perjanjian internasional
tertentu; d) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
dan/atau e) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Sementara itu, materi muatan peraturan pemerintah berisi
materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya. Hal ini dijelaskan maksudnya bahwa penetapan
peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-
undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang
diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur
dalam undang-undang yang bersangkutan [vide Pasal 12 UU
12/2011 dan Penjelasannya]. Berkenaan dengan peraturan
presiden ditentukan muatannya berisi materi yang diperintahkan
oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan
Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan
kekuasaan pemerintahan. Artinya, Peraturan Presiden dibentuk
untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah
Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas
maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya [vide Pasal
13 UU 12/2011 dan Penjelasannya].

Berkaitan dengan aturan pendelegasian yang didalilkan para
Pemohon merupakan segala hal yang bersifat strategis sehingga
seharusnya diatur dalam materi muatan undang-undang bukan
dalam aturan pelaksana. Berkenaan dengan dalil a guo,
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan cakupan
pendelegasian yang terdapat dalam UU 3/2022, apakah benar
materi muatannya memang harus ada dalam undang-undang
bukan dalam peraturan pelaksana. Setelah Mahkamah
memeriksa secara saksama keseluruhan ketentuan dalam UU
3/2022 yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) pasal di mana
pendelegasian pengaturan lebih lanjut terdapat di antaranya
dalam (tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas
norma pasal-pasal UU 3/2022). Angka 1, 2, 3, sampai dengan
11 dianggap dibacakan.

Dengan merujuk pada Lampiran II UU 12/2011, pada angka 198
ditentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut
kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
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Selanjutnya, pada angka 199 ditentukan bahwa pendelegasian
kewenangan dapat dilakukan dari suatu Undang-Undang kepada
Undang-Undang yang lain, dari Peraturan Daerah Provinsi
kepada Peraturan Daerah Provinsi yang lain, atau dari Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota yang lain. Sementara itu, pada angka 200
Lampiran II g quo ditentukan pula bahwa pendelegasian
kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas: a) ruang
lingkup materi muatan yang diatur; dan b) jenis Peraturan
Perundang-undangan [vide Lampiran II UU 12/2011 dalam Bab
IT Hal-Hal Khusus, Huruf A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN].

Dengan mendasarkan pada ketentuan teknik pendelegasian
dalam UU 12/2011, pengaturan pendelegasian oleh UU 3/2022
telah sejalan dengan teknik pendelegasian dimaksud. Dalam hal
ini, jika yang dipersoalkan oleh para Pemohon mengenai
pengaturan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara maka materi
muatan pokok atas Rencana Induk Ibu Kota Nusantara telah
ditentukan sebagai materi muatan UU & quo yang meliputi
paling sedikit: a. pendahuluan; b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan
indikator kinerja utama; c. prinsip dasar pembangunan; dan d.
penahapan pembangunan dan skema pendanaan. Materi
muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara tersebut telah
tercantum dalam Lampiran II UU 3/2022 yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari UU a guo. Sementara itu,
pembentuk undang-undang menghendaki pengaturan lebih
lanjut yang bersifat rincian dari materi muatan pokok dalam UU
a quo agar diatur dengan peraturan presiden. Pendelegasian
demikian ini telah sejalan dengan teknik pendelegasian
sebagaimana dimaksud dalam UU 12/2011. Artinya, apabila
segala hal ihwal teknis seluruhnya harus diatur dalam UU maka
justru akan timbul persoalan di kemudian hari, jika ihwal
demikian tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan
kebutuhan ke depannya. Terlebih lagi, proses mengubah suatu
undang-undang jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengubah
peraturan pelaksana. Oleh karena itu, berkaitan dengan dalil
para Pemohon yang mempersoalkan adanya peraturan
pelaksana yang tidak seharusnya mengatur muatan undang-
undang tanpa memberi dasar argumentasi dan bukti-bukti yang
meyakinkan bagi Mahkamah, maka apa yang para Pemohon
persoalkan tersebut lebih merupakan bentuk kekhawatiran atas
implementasi UU 3/2022. Dalam kaitan ini, hal yang terpenting
adalah peraturan pelaksana tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan yang mendelegasikannya (dari peraturan yang lebih
tinggi). Andaipun ada persoalan pertentangan demikian, quod
non, sistem hukum pengujian peraturan perundang-undangan di
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[3.24]

Indonesia pun telah mengatur penyelesaiannya oleh lembaga
yang diberi kewenangan untuk itu [vide Pasal 24A UUD 1945].
Berkaitan dengan hal ini, Mahkamah memandang penting pula
untuk menegaskan bahwa dengan telah diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas UU 12/2011 (UU 13/2022) DPR, Presiden, dan DPD
diberi kewenangan untuk melakukan pemantauan dan
peninjauan atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku [vide
Pasal 95A UU 13/2022].

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil para Pemohon
bahwa pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan “asas
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf ¢ UU 12/2011 adalah
tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan,
pembentukan UU 3/2022 telah bertentangan dengan “asas
dapat dilaksanakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d
UU 12/2011. Hal tersebut menurut para Pemohon, salah
satunya akibat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak juga
terhadap perekonomian nasional dan global sehingga faktor
ekonomi mestinya turut dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam
menyusun kebijakan pemindahan IKN. Selain itu, menurut para
Pemohon, UU 3/2022 dalam pembentukannya tidak
memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan
dalam masyarakat secara sosiologis.

Terhadap dalil para Pemohon & guo, penting pula bagi
Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu maksud “asas
dapat dilaksanakan” dalam Pasal 5 huruf d UU 12/2011 bahwa
setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus
memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan
tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis,
maupun yuridis. Terkait dengan hal tersebut sebagaimana telah
Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021 yang pada pokoknya
terkait dengan asas dapat dilaksanakan haruslah didalami lebih
lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon
tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau
bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya
sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma
tersebut bukan merupakan bagian dari penilaian Mahkamah
dalam pengujian formil @ quo [vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 him. 366-367].

Terlepas dari pertimbangan di atas, setelah Mahkamah
mencermati secara saksama argumentasi dan bukti yang
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diajukan, telah ternyata para Pemohon dalam mendalilkan
adanya persoalan asas dapat dilaksanakan yang tidak diterapkan
dalam pembentukan UU 3/2022, tanpa memberikan bukti-bukti
yang dapat meyakinkan Mahkamah. Karena, setelah Mahkamah
mencermati Naskah Akademik RUU IKN telah dengan jelas
menguraikan kebutuhan UU 3/2022 baik secara filosofis,
sosiologis, dan yuridis. Dalam hal ini, secara sosiologis pada
pokoknya diuraikan dalam Naskah Akademik adalah dianggap
dibacakan.

Selain itu, berkaitan dengan dalil para Pemohon yang
mengaitkan aspek sosiologis tersebut dengan adanya trend
kenaikan penularan Covid-19 karena menyatakan pembentuk
undang-undang seolah-olah tidak memiliki perhatian terhadap
semakin  meningginya penularan Covid-19 pada saat
dilakukannya pembahasan UU a guo. Terhadap dalil ini pun para
Pemohon tidak memberikan argumentasi dan bukti yang dapat
meyakinkan Mahkamah korelasi antara kenaikan penularan
Covid-19 dengan pembahasan RUU IKN. Menurut Mahkamah,
dengan mencermati tujuan dibentuknya UU  3/2022
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta uraian aspek
filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Naskah Akademik RUU
IKN, Pembentuk Undang-Undang telah memperhitungkan
dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat setempat yang
sudah mendiami wilayah tersebut sebelum rencana pemindahan
IKN dilakukan, sehingga pembangunan dan pengelolaan IKN
dapat berlangsung secara terukur sesuai dengan tujuan
dibentuknya IKN. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap
dalam persidangan hal tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah
dengan membuat kajian secara komprehensif perihal rencana
pemindahan ibu kota tersebut [vide Risalah Sidang Perkara
Nomor 25/PUU-XX/2022, tanggal 21 April 2022];

Dengan demikian menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang
menyatakan bahwa pembentukan UU 3/2022 telah melanggar
“asas dapat dilaksanakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5
huruf d UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum.

0. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.25] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU
3/2022 bertentangan dengan “asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan”. Hal tersebut dikarenakan, tingginya penolakan
masyarakat terhadap perpindahan IKN yang juga didasarkan
pada hasil survei dari Kedai Kopi, sehingga menurut para
Pemohon UU 3/2022 tidak benar-benar dibutuhkan karena yang
dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan ekonomi masyarakat
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di masa pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum jelas
kapan akan berakhir. Oleh karena itu, menurut para Pemohon
UU 3/2022 bertentangan dengan “asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU
12/2011.
Terhadap dalil para Pemohon a guo, penting bagi Mahkamah
menjelaskan terlebih dahulu maksud "asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan" bahwa setiap peraturan perundang-undangan
dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat
dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara [vide
Penjelasan Pasal 5 huruf e UU 12/2011]. Menurut Mahkamabh,
untuk melihat secara saksama tentang sejauhmana IKN
dibutuhkan dan juga bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah
dengan membaca secara komprehensif seluruh dokumen yang
terkait dengan pembentukan UU 3/2022, serta keseluruhan
bagian dari UU a guo mulai dari bagian konsiderans menimbang
sebagai dasar filosofis dan sosiologis serta bagian penjelasan
umum yang mendeskripsikan latar belakang pembentukan suatu
UU, apakah benar memang mengabaikan asas tersebut. Dalam
kaitan ini pun para Pemohon tidak memberikan bukti-bukti yang
dapat meyakinkan Mahkamah atas tidak berdayaguna dan
berhasilgunanya UU 3/2022.
[3.25.1] Bahwa jika dikaitkan dengan hasil survei yang
dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini
Publik Indonesia (Kedai Kopi) sebagaimana didalilkan
oleh para Pemohon dalam permohonannya yang
pada pokoknya hasil survei tersebut mengindikasikan
bahwa sebanyak 61,9% orang tidak setuju Ibu Kota
dipindahkan dengan alasan utama adanya potensi
pemborosan anggaran negara. Menurut Mahkamah,
survei tersebut tidak dapat dijadikan acuan bahwa
UU 3/2022 telah melanggar asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan.  Mahkamah dapat memahami
kekhawatiran dari para Pemohon berkenaan dengan
penularan Covid-19, namun kekhawatiran tersebut
tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dilakukannya
atau menghentikannya pembahasan atas suatu RUU.
Terlebih lagi, di tengah kondisi pandemi Covid-19 di
mana setiap orang harus mematuhi ketentuan atau
protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah maka upaya yang dapat dilakukan salah
satunya dengan menjaga jarak (physical distancing).
Oleh karenanya, pembahasan atas suatu RUU pun
tetap dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan),
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[3.25.2]

tanpa harus menghentikan seluruh proses yang telah
ditentukan. Selain itu, berkenaan dengan pendanaan
pembangunan IKN vyang dikhawatirkan para
Pemohon akan menghambat pemulihan ekonomi
masyarakat akibat pandemi Covid-19, sesungguhnya
tidaklah berkorelasi dengan persoalan
konstitusionalitas proses pembentukan UU 3/2022, di
mana proses tersebut harus didasarkan pada
undang-undang pembentukan peraturan perundang-
undangan yang merupakan amanat Pasal 22A UUD
1945.

Bahwa selanjutnya, penting pula bagi Mahkamah
untuk menjelaskan penggunaan APBN sebagai salah
satu sumber pendanaan dalam rangka mendukung
persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta
penyelenggaraan pemerintahan khusus  IKN
merupakan hal yang lazim dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, sepanjang
hal tersebut dilakukan dengan benar dan telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi
menurut Mahkamah, dalam Lampiran II UU 3/2022
telah memberikan gambaran secara utuh bahwa
pendanaan IKN tidak sepenuhnya menggunakan
anggaran dari APBN, namun juga dengan
menggunakan skema kerja sama pemerintah dan
badan usaha, skema partisipasi badan usaha yang
seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara,
termasuk BUMN/swasta murni, skema dukungan
pendanaan/pembiayaan internasional, skema
pendanaan lainnya (creative financing), dan skema
melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN),
seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna
Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG) [vide
Lampiran II UU 3/2022 him. 123-124]. Dalam kaitan
ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa seluruh
kerja sama yang berkaitan dengan pendanaan IKN,
jika hal tersebut benar maka berkaitan dengan
pendanaan tersebut seyogyanya tidak mengurangi
kedaulatan dan kemandirian negara dalam
mengambil keputusan terhadap setiap kebijakan
strategis negara.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
menurut Mahkamah dalil para Pemohon bahwa
pembentukan UU 3/2022 telah melanggar “asas
kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana

39



diatur dalam Pasal 5 huruf e UU 12/2011 adalah tidak
beralasan menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkkan pula

pembentukan UU 3/2022 telah bertentangan dengan “asas
keterbukaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU
12/2011. Hal tersebut menurut para Pemohon, dibuktikan
dengan adanya 28 (dua puluh delapan) tahapan/agenda
pembahasan RUU IKN di DPR, di mana hanya ada 7 (tujuh)
agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses,
sedangkan 21 (dua puluh satu) agenda lainnya informasi dan
dokumennya tidak dapat diakses publik sehingga representasi
masyarakat yang terlibat dalam pembahasan RUU IKN sangatlah
parsial dan tidak holistik.
Terhadap dalil para Pemohon a guo, penting bagi Mahkamah
untuk menjelaskan terlebih dahulu maksud "asas keterbukaan"
yang semula dijelaskan dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011
adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat
transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh Ilapisan
masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk
memberikan  masukan dalam  pembentukan peraturan
perundang-undangan. Terkait hal tersebut, tanpa Mahkamah
bermaksud menilai substansinya, dengan telah diberlakukannya
UU 13/2022 terdapat perubahan maksud asas keterbukaan
tersebut menjadi adalah bahwa pembentukan peraturan
perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan,
termasuk pemantauan dan peninjauan, memberikan akses
kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak
langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan
masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau
tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring
(luar jaringan) [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022].
[3.26.1] Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf g UU 12/2011
sebagaimana telah diubah dengan UU 13/2022 tidak
dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 96 UU 12/2011
yang semula mengatur mengenai partisipasi publik
sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.
Sementara itu, sekali lagi, tanpa Mahkamah
bermaksud menilai substansinya, dengan berlakunya
UU 13/2022 ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 telah
diubah seluruhnya sehingga menjadi sebagai berikut,
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(1)

(2)

(3)

4

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Masyarakat berhak memberikan masukan secara
lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pemberian masukan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring
dan/atau luring.
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan orang perseorangan atau kelompok
orang vyang terdampak langsung dan/atau
mempunyai kepentingan atas materi muatan
Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
Untuk  memudahkan  masyarakat dalam
memberikan masukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau
Rancangan Peraturan Perundang-undangan,
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-
undangan menginformasikan kepada masyarakat
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-
undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi
publik melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan
pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan,
dan  pembahasan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan.
Pembentuk  Peraturan  Perundang-undangan
dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai
hasil pembahasan  masukan  masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam
Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan
Presiden.

Namun demikian, dikarenakan UU  13/2022
diundangkan pada 16 Juni 2022, jauh setelah UU

41



3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 maka

untuk menilai proses pembentukan UU 3/2022 apakah

telah memenuhi asas keterbukaan tetap mendasarkan

pada UU 12/2011.

[3.26.2] Bahwa berkenaan dengan keterpenuhan asas
keterbukaan ini, penting bagi Mahkamah terlebih
dahulu mengungkapkan fakta-fakta hukum dalam
persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2017-2019, Pemerintah
(Bappenas) telah melakukan kajian pemindahan
ibu kota negara yang ditindaklanjuti dengan
melaksanakan dialog nasional secara tematik
untuk memperoleh masukan dari berbagai
stakeholders, pakar-pakar, lembaga swadaya
masyarakat, perguruan tinggi dan juga lembaga-
lembaga kajian terkait Penyusunan Rencana Induk
Ibu Kota Negara dilakukan dengan melakukan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) [vide
PK-1.Pemerintah].

2. Bahwa Pemerintah telah menerima berbagai
masukan dan aspirasi dari publik terkait IKN baik
yang disampaikan langsung ke Pemerintah Pusat
maupun yang disampaikan melalui Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten di lokasi Ibu Kota
Nusantara dan telah pula melakukan lokakarya
yang mengundang pakar- pakar hukum
ketatanagaraan untuk memberikan masukan dari
sudut pandang konstitusi dan proses pembentukan
undang-undang. [vide  bukti  PK-5,  PK-
6.Pemerintah]

3. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan
beberapa kegiatan guna menjaring masukan dari
masyarakat baik secara lisan/tulisan yaitu kegiatan
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan
kunjungan kerja dalam rangka pembahasan RUU
IKN yang merupakan salah satu proses
pembentukan UU IKN, di antaranya, a, b, ¢, d, e
dianggap telah dibacakan, begitu juga f, g, h, i,
dianggap telah dibacakan.

4. Bahwa data terkait dengan proses pembentukan
UU IKN dapat diakses di laman Dewan Perwakilan
Rakyat yakni
https//:www.dpr.go.id/uu/detail/kt/368.

5. Bahwa dalam penyusunan UU 3/2022 telah
dilakukan public hearing dengan mengundang
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masyarakat dan akademisi yang bertempat di
beberapa Universitas di Indonesia, antara lain
Universitas Sam Ratulangi, Universitas Indonesia,
UPN Vetera n Jakarta, Universitas Mulawarman,
Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera
Utara [vide lampiran keterangan tambahan
Pemerintah PK-6 sampai dengan PK-19, PK-24]
yang dapat di akses melalui laman youtube
sebagai berikut, laman youtube tertulis 1, 2, 3, 4,
5, 6 dianggap telah dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.26.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut
di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan
berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang
berkembang di masyarakat, baik dari tokoh
masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok
masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai
kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta
hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk
melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan
responsif dalam memberikan masukan terhadap
proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal
demikian tanpa diminta atau diundang pun para
stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-
aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya
mewujudkan partisipasi masyarakat.

Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk
terlibat secara aktif dalam proses pembentukan
undang-undang merupakan suatu keniscayaan dalam
upaya mengawal agar undang-undang yang akan
dibentuk benar-benar sesuai dengan harapan
masyarakat. Terkait dengan keterlibatan secara aktif
masyarakat dalam proses pembentukan undang-
undang seringkali pembebanan tanggung jawab untuk
melakukan hal tersebut dalam proses pembentukan
undang-undang dibebankan kepada masyarakat yang
berpotensi terkena imbas dari pembentukan sebuah
undang-undang, padahal seharusnya masyarakat
secara keseluruhan justru juga harus mengambil
beban tanggung jawab bersama untuk terlibat secara
aktif, tanpa terkecuali para Pemohon dalam perkara a
guo, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal
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tersebut bertujuan agar efek negatif yang
kemungkinan akan timbul akibat dibentuknya sebuah
undang-undang dapat dihindari sehingga undang-
undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-
undang telah melewati verifikasi secara menyeluruh
oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pemilik
kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1
ayat (2) UUD 1945.

[3.26.4] Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya fakta para

Pemohon untuk terlibat aktif memberikan masukan
perihal pembentukan UU 3/2022, Mahkamah juga
tidak menemukan adanya rangkaian bukti lain dari
para Pemohon yang dapat membuktikan bahwa
Pemerintah dan DPR telah benar-benar berupaya
menutup diri atau tidak terbuka kepada publik terkait
dengan pembentukan UU 3/2022. Berkenaan dengan
2 (dua) alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon
yakni screenshoot laman Rekam Jejak Pembentukan
UU 3/2022 di website DPR RI (vide bukti P-43) dan
bukti Surat Permohonan Data/Berkas bertanggal 9 Mei
2022 tentang pembentukan UU IKN ke Menteri
PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Menteri Hukum dan HAM dan DPR RI
melalui sekretaris Jenderal DPR RI [vide bukti P-44],
tidak cukup membuktikan adanya tendensi bahwa
Pemerintah dan DPR telah melanggar asas
keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf
g UU 12/2011.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil para
Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU
3/2022 telah melanggar “asas keterbukaan” adalah
tidak beralasan menurut menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan tahapan

pembentukan UU 3/2022 dilakukan dengan pola “Fast Track
Legislation” yang tergambarkan dalam tabel yang dapat diakses
pada laman Attps.//www.dpr.go.id/uu/detail/id/368 di mana
menurut para Pemohon tahapan pembentukan UU 3/2022 dari
sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022
hanya memakan waktu 42 hari. Menurut para Pemohon,
tahapan ini tergolong sangat cepat untuk pembahasan sebuah
RUU yang berkaitan dengan IKN yang sangat strategis dan
berdampak luas dan tidak memperhatikan partisipasi publik
yang bermakna sebagaimana telah dipertimbangkan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
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Selain itu, menurut Pemohon, pembahasan UU 3/2022 yang
menggunakan pola "Fast Track Legisiation”, menambah panjang
daftar UU yang dibuat dengan cara cepat oleh Pemerintah yaitu
UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, UU Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut menurut
para Pemohon, pola fast track legisiation berimplikasi pada tidak
terwujudnya proses deliberatif dalam pembentukan undang-
undang sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon a guo, terlepas dari tidak adanya
bukti yang relevan yang diajukan oleh para Pemohon, menurut
Mahkamah proses pembentukan suatu undang-undang tidak
tergantung dari berapa lama atau cepat dan lambatnya
pembahasan, namun proses pembentukan undang-undang
wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang
sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya yang
meliputi proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Menurut Mahkamah, sepanjang semua proses dalam tahapan
tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-
sungguh dan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang-
undang dengan berpatokan kepada asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi asas:
kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan,
dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan,
kejelasan rumusan dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 12/2011],
maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang
terkesan seperti cepat atau fast track legislation merupakan
bagian dari upaya pembentuk undang-undang untuk
menyelesaikan undang-undang pada umumnya, termasuk dalam
hal ini UU 3/2022, yaitu sejak suatu RUU diusulkan masuk dalam
Prolegnas jangka menengah. Terlebih lagi, menurut Mahkamabh,
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11.

[3.28]

[3.29]

terkait dengan frame waktu pembentukan sebuah undang-
undang, UU 12/2011 dan perubahannya sampai saat ini tidak
memberikan ketentuan yang definitif kapan suatu RUU yang
telah masuk dalam Prolegnas akan diselesaikan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut
Mahkamah dalil para Pemohon mengenai digunakannya pola
“fast track legislation” dalam pembentukan UU 3/2022 sehingga
bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut
hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di
atas Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon
berkenaan dengan UU 3/2022 telah ternyata proses
pembentukannya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh
karena itu, UU 3/2022 tetap mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah
tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan
lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;

[4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan
tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
pengujian formil;

[4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;

[4.4] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut
hukum;

[4.5] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut
hukum;

[4.6] Hal-hal lain yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih

lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
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KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P.
Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal
empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua,
selesai diucapkan pukul 12.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
tersebut di atas, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
Nomor 34/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:

1. Prof. Dr. Azyumardi Azra

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------"nmmom-- Pemohon I
2. Achmed Roy
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------- Pemohon XXI

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09 dan seterusnya,

memberi kuasa kepada Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H,

dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------ para Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar keterangan saksi para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Presiden;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.
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12.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1],

[3.3]

[3.2] Dianggap dibacakan, Mahkamah berwenang mengadili
permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa karena permohonan para Pemohon berkaitan
dengan pengujian formil maka terlebih dahulu Mahkamah akan
mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian
formil.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

[3.4]

[3.5]

[3.6]

Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan
permohonan pengujian formil, Mahkamah melalui beberapa
putusannya telah menyatakan pendiriannya yang terakhir dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XX/2022 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 7 Juli
2022, yang pada pokoknya menegaskan berkenaan dengan
tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil maka
makna “sejak” lebih bersifat pasti dan konkret dibanding makna
“setelah”. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Mahkamah
berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-
undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 (empat
puluh lima) hari dihitung sejak undang-undang diundangkan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum di
atas, dalam perkara @ gqguo, para Pemohon mengajukan
permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah Konstitusi
pada 1 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 30/PUU dan seterusnya, 2022 dan dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 10
Maret 2022 dengan Nomor 34/PUU-XX/2022. Sementara itu, UU
3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, maka dengan
demikian permohonan para Pemohon diajukan pada hari ke 15
(lima belas) sejak UU 3/2022 diundangkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di
atas, oleh karena itu permohonan para Pemohon berkaitan
dengan pengujian formil UU 3/2022 terhadap UUD 1945 diajukan
masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU
3/2022 diundangkan. Dengan demikian, permohonan pengujian
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[3.7]

[3.8]

[3.9]

formil UU 3/2022 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu
yang ditentukan.

Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian
perkara pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan
pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 dan
seterusnya, Tahun 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021, yang pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut:

[3.16] dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum pada 25 November 2021, terkait dengan tenggang waktu
penyelesaian perkara, Mahkamah telah memberikan
pertimbangan hukum secara khusus yang pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut: dianggap telah dibacakan.
Menimbang bahwa berkenaan dengan kedua pertimbangan
tersebut di atas, dalam perkara @ guo Mahkamah juga perlu
kembali menegaskan adanya perbedaan karakteristik antara
pengujian materiil dan formil. Dalam pengujian formil selain
terdapat urgensi untuk membatasi waktu pemeriksaan
persidangan demi kepastian hukum keberlakuan undang-undang,
terdapat pula urgensi bagi Mahkamah untuk memutus setelah
mendapatkan penjelasan atau keterangan dari pihak pembentuk
undang-undang agar persoalan mengenai keterpenuhan syarat
pembentukan undang-undang dapat terjawab dengan terang dan
jelas dengan didasarkan pada dokumen yang sah berkaitan
dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Dengan
demikian, bilamana Mahkamah memandang permohonan
penguijian formil terhadap undang-undang telah memenuhi syarat
kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum,
dan kejelasan pokok permohonan, maka penting bagi Mahkamah
untuk mendengarkan keterangan Presiden dan DPR berkenaan
dengan seluruh proses pembentukan undang-undang a guo.
Menimbang bahwa berkenaan dengan pemberian keterangan
tersebut terdapat fakta, Presiden dan DPR memerlukan waktu
yang cukup untuk dapat memberikan keterangan yang
komprehensif guna menjawab segala hal yang terkait dengan
proses pembentukan undang-undang yang tengah diuji oleh
Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk
memberikan batasan waktu yang cukup atau tenggat waktu
penyelesaian pengujian formil suatu Undang-Undang dengan
mempertimbangkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk
mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pihak pembentuk
undang-undang sebelum memutus perkara @ guo. Oleh karena
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itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah
berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja
adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan
dalam sidang pleno pemeriksaaan persidangan sebagai waktu
dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja
pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang-undang
dimaksud. Namun demikian dalam kasus tertentu, jika Presiden
dan DPR dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda
mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR tidak kunjung
menyampaikan keterangannya di persidangan, Mahkamah dapat
memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan
tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil.

Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu
undang-undang, yaitu:

a, b, ¢, d, dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang

terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan
oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.11] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-
putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5
(lima) syarat, yaitu:

a, b, ¢, d, dan e, dianggap dibacakan;

[3.12] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang,
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum pada 16 Juni 2010, berkaitan dengan kedudukan hukum,
Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

“... bahwa dan seterusnya dianggap dibacakan.”
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[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat
(1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10],
Paragraf [3.11], dan Paragraf [3.12] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para
Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam menjelaskan kedudukan hukum pengujian formil ini, para
Pemohon menguraikan alasan-alasan yang apabila dirumuskan
oleh Mahkamah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5, dianggap telah dibacakan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam
pengujian formil sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum dalam pengujian formil
di Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa pertimbangan hukum
Putusan Mahkamah, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya
pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan
pengujian formil adalah pihak yang mempunyai pertautan
kepentingan dengan substansi pengujian formil yang dimohonkan
penguijian. Para Pemohon dalam hal ini terdiri atas perseorangan
Warga Negara Indonesia dari berbagai kelompok profesi dan
sebagai pembayar pajak yang telah dibuktikan dengan bukti
berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I sampai dengan
Pemohon XXI (bukti P-19 sampai dengan bukti P-39) yang
masing-masing juga dilengkapi dengan bukti Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP). Berkenaan dengan hal tersebut, UU 3/2022 yang
diajukan untuk diuji proses pembentukannya oleh para Pemohon
merupakan undang-undang tentang Ibu Kota Negara, vyaitu
undang-undang yang menetapkan posisi, bentuk dan
pengembangan kawasan ibu kota negara Republik Indonesia.
Dalam penalaran yang wajar undang-undang yang menetapkan
segala sesuatu ketentuan mengenai ibu kota negara merupakan
undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan
seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang tersebut
berdampak terhadap kehidupan dan keterpenuhan hak
konstitusional setiap warga negara terlepas dari profesi masing-
masing warga negara tersebut. Dalam kaitan ini, para Pemohon
telah menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia,
sehingga memiliki pertautan kepentingan dengan proses
pembentukan UU 3/2022.

Berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak
terbuktinya dalil adanya persoalan inkonstitusionalitas tentang
tata cara pembentukan UU 3/2022 sebagaimana didalilkan oleh
para Pemohon pada pokok permohonan, Mahkamah berpendapat
para Pemohon telah dapat menguraikan kedudukan dan
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kegiatannya yang memiliki hubungan pertautan kepentingan
dengan UU 3/2022, serta telah pula menguraikan secara spesifik
dan potensial adanya hubungan kausal (causal verband) antara
anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan
proses pembentukan UU 3/2022 yang tidak sesuai dengan UUD
1945. Oleh karenanya, jika permohonan ini dikabulkan kerugian
hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian,
para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam pengujian formil UU 3/2022 a guo.

13. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon
merupakan kewenangan Mahkamah untuk  mengadili,
permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan
permohonan pengujian formil dan para Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan & guo,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan  pokok
permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa terkait dengan pokok permohonan dalam
penguijian formil UU 3/2022 terhadap UUD 1945, para Pemohon
mendalilkan yang apabila dirangkum oleh Mahkamah, pada
pokoknya adalah berkaitan dengan proses pembentukan UU
3/2022, yang menurut para Pemohon tidak memenuhi syarat
pembentukan undang-undang. Adapun alasan permohonan para
Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, dianggap dibacakan.

Berdasarkan alasan permohonan tersebut, para Pemohon
memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang
pada pokoknya menyatakan pembentukan UU 3/2022
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya,
para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang
diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39, serta 1 (satu)
orang saksi bernama M. Fadhil Hasan yang didengarkan
keterangannya dalam persidangan pada 12 Mei 2022,
(selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu
para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 24 Mei
2022 yang diterima di Mahkamah pada 27 Mei 2022.

[3.17] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah
menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan
pada 21 April 2022 beserta keterangan tertulis dan lampirannya
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yang diterima Mahkamah pada 25 Mei 2022 (selengkapnya
termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.18] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam
persidangan pada 21 April 2022 yang keterangan tertulisnya
diterima Mahkamah pada 19 April 2022, yang kemudian
dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima
Mahkamah pada 25 Mei 2022. Selain itu, untuk mendukung
keterangannya, Presiden juga mengajukan alat bukti surat/tulisan
yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-5 dan
lampiran keterangan tambahan, serta 1 (satu) orang ahli yang
bernama Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., dan 1 (satu) orang saksi
yaitu Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E.,
M.U.P.,, Ph.D., yang keterangan tertulisnya diterima oleh
Mahkamah pada 18 Mei 2022 dan didengar keterangannya dalam
persidangan pada 18 Mei 2022 (selengkapnya termuat dalam
bagian Duduk Perkara). Presiden juga menyerahkan kesimpulan
bertanggal 25 Mei 2022 dan bukti tambahan Bukti PK-6 sampai
dengan Bukti PK-30 yang diterima Mahkamah pada 27 Mei 2022.
Berkenaan dengan bukti tambahan Presiden yang bertanda bukti
PK-6 sampai dengan bukti PK-30, Mahkamah telah
mempertimbangkan hal ihwal penyerahan bukti tersebut pada
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, yang
telah diucapkan sebelumnya, yaitu pada Paragraf [3.19] Putusan
a quo yang pada pokoknya menegaskan bahwa Mahkamah tetap
mempertimbangkan bukti tersebut sebagai bagian dari substansi
untuk memutus perkara tersebut. Oleh karenanya, terhadap
bukti-bukti tersebut juga berkaitan dengan pembuktian perkara a
guo maka terhadap bukti PK-6 sampai dengan bukti PK-30 tetap
dipertimbangkan juga oleh Mahkamah dalam perkara a guo;

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca
secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR
beserta lampirannya, keterangan Presiden, keterangan saksi para
Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para
Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon dan kesimpulan
tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam
bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon;

[3.20] Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil para Pemohon,
Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan
beberapa hal yang berkaitan dengan pembentukan undang-
undang sebagaimana dimaksud dalam UU 12/2011 dan
perubahannya. Adapun hal-hal tersebut telah diuraikan dan
dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 25/PUU-XX/2022 yang telah diucapkan sebelumnya dan
dengan demikian segala uraian dan pertimbangan hukum
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Mahkamah berkenaan dengan hal tersebut, khususnya Paragraf
[3.21] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-
XX/2022 tersebut mutatis mutandis berlaku pula sebagai bagian
dari pertimbangan hukum putusan ini. Selanjutnya Mahkamah
akan mempertimbangkan dalil para Pemohon sebagai berikut:

[3.20.1]

[3.20.2]

Bahwa para Pemohon mendalilkan dalam proses
pembentukan UU 3/2022 tidak terpenuhi hak untuk
dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk
mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat
yang diberikan (right to be explained). Berkenaan
dengan hal tersebut, persoalan mengenai hak untuk
mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat
yang diberikan sangat berkaitan dengan pelaksanaan
asas keterbukaan dalam proses pembentukan undang-
undang. Dalam pembentukan UU 3/2022, persoalan
asas keterbukaan telah dipertimbangkan Mahkamah
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-
XX/2022 yang telah diucapkan sebelumnya, khususnya
pada Paragraf [3.26], sehingga pertimbangan tersebut
mutatis mutandis berlaku pula untuk putusan ini.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para
Pemohon yang mempersoalkan tidak
dipertimbangkannya pendapat ahli oleh pembentuk
undang-undang dalam proses pembentukan UU 3/2022,
terhadap dalil tersebut berdasarkan keterangan DPR
yang terungkap dalam persidangan, bahwa dalam
pembentukan UU 3/2022, DPR dalam upaya
memudahkan masyarakat memberikan masukan telah
membuka akses  kepada masyarakat  untuk
mendapatkan Naskah Akademik dan RUU IKN
sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 96 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU
12/2011). Dalam hal ini, Naskah Akademik dan RUU
tersebut dapat diakses dan diunduh pada situs resmi
DPR, yaitu pada tautan
https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368. Dalam laman
situs internet tersebut, masyarakat dapat membaca dan
mengunduh  dokumen-dokumen  terkait dengan
pembentukan RUU IKN. Informasi yang dapat dibaca
dan dipelajari dalam laman tersebut termasuk informasi
RUU, Rekam Jejak dan dilengkapi dengan form
masukan atau feedback.

Selain itu, DPR menerangkan dengan didukung
dokumen yang terlampir dalam keterangannya bahwa
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pembahasan UU a guo telah dilakukan secara terbuka,
transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang
berlaku, dan sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana
telah diuraikan di dalam persidangan. Terkait dengan
hal tersebut, maka pembentuk undang-undang telah
melibatkan partisipasi publik/ masyarakat dengan
mempertimbangkan pihak-pihak mana saja yang
dimintai pendapat/pemikirannya dalam penyusunan
Naskah Akademik dan RUU IKN, karena tidak mungkin
jika setiap orang atau setiap kelompok masyarakat/
organisasi diundang hadir dalam suatu rapat besar
untuk menyusun suatu kebijakan. Dengan demikian,
pelibatan atau partisipasi masyarakat telah dilakukan
oleh pembentuk undang-undang.

Dari keterangan dan lampiran keterangan DPR a guo,
dapat diketahui bahwa dalam proses pembentukan UU
3/2022, pembentuk undang-undang telah berusaha
untuk memenuhi kriteria partisipasi yang lebih
bermakna sebagaimana pertimbangan hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020,
dengan melakukan kegiatan Rapat Dengar Pendapat
Umum (RDPU), audiensi, konsultasi publik, dan
kunjungan kerja khususnya dengan stakeholder
masyarakat yang memiliki kepentingan atas substansi
RUU IKN dan telah langsung menindaklanjutinya ke
dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi. Hal itu
membuktikan bahwa pembentuk undang-undang telah
berupaya memenuhi hak masyarakat untuk didengar
dan dipertimbangkan pendapatnya, serta dijelaskan
atau dijawab atas pendapat yang diberikan. Dalam
keterangan tertulisnya DPR juga telah menguraikan
dalam tabel yang berisi berbagai pendapat dan
masukan dari masyarakat serta ahli yang ditanggapi
dan ditindaklanjuti oleh DPR [vide Keterangan DPR him.
47 sampai dengan hilm. 71]. Pada tabel tersebut,
terdapat uraian mengenai berbagai pendapat/masukan
masyarakat yang diakomodir oleh DPR dalam DIM dan
dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN. Fakta
tersebut menunjukkan bahwa DPR telah melakukan
kegiatan dalam rangka memenuhi hak untuk
dipertimbangkan (right to be considered) terhadap
keterangan atau pendapat ahli serta masyarakat dalam
pembentukan undang-undang. Telah disediakannya
akses terhadap Naskah Akademik dan RUU IKN berarti
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masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya
untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap
RUU tersebut. Dalam konteks hak untuk berpartisipasi
dan memberikan pendapat dalam pembentukan
undang-undang, sepanjang masyarakat telah diberikan
akses terhadap Naskah Akademik dan RUU IKN maka
yang selanjutnya harus dilakukan adalah masyarakat
tersebut diharapkan secara aktif menyampaikan
pendapat terhadap RUU tersebut, akses inipun telah
diberikan dalam laman resmi DPR dalam bentuk
pengisian form pendapat dan masukan secara daring
(online).

Sedangkan, berkenaan dengan bagaimana pembentuk
undang-undang seharusnya menanggapi pendapat
serta tanggapan yang masuk dalam rangka memenuhi
hak untuk mendapatkan penjelasan, menurut
Mahkamah selanjutnya menjadi kewenangan
pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti
tanggapan atau pendapat-pendapat tersebut dalam
proses pembahasan RUU. Dalam hal ini, menurut
Mahkamah pembentuk undang-undang tidak terbukti
telah mengesampingkan hak untuk dipertimbangkan
dan hak untuk mendapatkan penjelasan, karena telah
dibukanya akses kepada masyarakat sebagaimana
diuraikan di atas. Dengan demikian, dalil para Pemohon
berkenaan dengan tidak dipenuhinya hak untuk
dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk
mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat
yang diberikan (right to be explained) dalam proses
pembentukan RUU IKN vyang kemudian disahkan
sebagai UU 3/2022 adalah tidak beralasan menurut
hukum.

[3.20.3] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan dalam
pembentukan UU 3/2022, Lampiran II UU 3/2022 tidak
pernah ada (terlampir) dan/atau tidak pernah dibahas
serta tersedia pada saat persetujuan bersama.
Terhadap dalil tersebut Mahkamah perlu menguraikan
mengenai posisi Lampiran II UU 3/2022 dalam proses
pembentukan UU 3/2022 sebagaimana fakta hukum
yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.20.3.1] Bahwa RUU IKN pada awalnya disampaikan
oleh Pemerintah melalui Surat Presiden
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Nomor R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29
September 2021. Dalam RUU IKN yang
disampaikan tersebut, hanya terdapat 1
lampiran yang melekat dengan RUU IKN,
yaitu terkait dengan Peta Delineasi Kawasan
Strategis Nasional Ibu Kota Negara. Adapun
mengenai Rencana Induk IKN pada awalnya
akan diatur dengan Peraturan Presiden
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7
ayat (2) RUU IKN yang disampaikan oleh
Pemerintah [vide Lampiran 8 Keterangan
DPR]. Selanjutnya, dalam Rapat Panja
Pansus RUU IKN pada tanggal 14 Desember
2021, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional (Dr.
(H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa)
menyampaikan  pendapatnya mengenai
Rencana Induk IKN yang memungkinkan
mengalami  perubahan. Dalam rapat
tersebut, terdapat pertanyaan mengenai
apakah rencana induk tersebut sebaiknya
dibahas sebagai bagian yang melekat
dengan undang-undang atau diatur dalam
peraturan perundang-undangan lainnya dan
jika disepakati dalam bentuk peraturan
perundang-undangan lainnya, apa
sebaiknya bentuk peraturan tersebut,
apakah  peraturan pemerintah  atau
peraturan presiden.

[3.20.3.2] Bahwa selanjutnya dalam Rapat Tim
Perumus Pansus RUU IKN yang
dilaksanakan pada 11 Januari 2022 dan
bersifat terbuka, Pemerintah menyampaikan
bahwa terdapat rumusan yang mengalami
perubahan berdasarkan masukan dari
fraksi, salah satunya adalah berkaitan
dengan Pasal 7 ayat (3) yang pada
pokoknya mengatur mengenai pelekatan
atau penempatan Rencana Induk IKN dalam
Lampiran II RUU IKN. Oleh karena
perubahan rumusan dalam Pasal 7 tersebut
bersifat substansi, maka pembahasan dan
pendalaman lebih lanjut dilakukan dalam
Rapat Panja. Dalam Rapat Panja RUU IKN
pada 13 Januari 2022, pembentuk undang-
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undang kembali membahas substansi RUU
IKN yang dibagi ke dalam 4 (empat) klaster,
yaitu kelembagaan otorita dan implikasinya,
pendanaan atau anggaran, rencana induk,
dan pertanahan [vide Lampiran 59 dan 60
Keterangan DPR]. Selanjutnya, dalam Rapat
Panja RUU IKN pada tanggal 17 Januari
2022, DPR, DPD, dan Pemerintah telah
menyetujui klaster rencana induk dalam
Pasal 1 angka 13, Pasal 7, dan Pasal 15
dengan catatan [vide Lampiran 62
Keterangan DPR]. Adapun terkait dengan
pelekatan rencana induk IKN dalam
Lampiran II dirumuskan dalam Pasal 7 ayat
(3). Dalam Rapat Panja tersebut, DPR dan
Pemerintah menyepakati Rencana Induk Ibu
Kota Negara ditetapkan sebagai lampiran
yang menjadi satu kesatuan dengan RUU
IKN agar memiliki posisi hukum yang kuat
sebagai acuan pelaksanaan persiapan,
pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota
Negara, serta penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara. Namun demikian, disepakati
bahwa terhadap rencana induk tersebut
tetap dibuka ruang untuk dapat dilakukan
perubahan sesuai dengan perkembangan
kebutuhan di masa mendatang. Hal
tersebut mengacu pada rumusan Pasal 7
ayat (5) huruf a RUU IKN. Berdasarkan
ketentuan tersebut, apabila Rencana Induk
Ibu Kota Negara akan dilakukan perubahan,
maka perlu dikonsultasikan dengan DPR.

Terbentuknya rumusan Pasal 7 ayat (3) dan
Pasal 7 ayat (5) RUU IKN tersebut juga
menunjukkan telah terjadi perubahan yang
signifikan dari rumusan Pasal 7 draft RUU
IKN vyang disampaikan pada awalnya
bersamaan dengan Surat Presiden Nomor
R-44/Pres/09/2021 perihal penyampaian
Rancangan Undang-Undang Ibu Kota
Negara [vide Lampiran 8 Keterangan DPR]
yang semula terdiri atas 2 (dua) ayat
menjadi 6 (enam) ayat [vide Lampiran 51
Keterangan DPR]. Dengan demikian, isi

58



Rencana Induk sebagaimana dalam
Lampiran II RUU IKN telah mengalami
perubahan dalam pembahasan RUU IKN.
Selanjutnya, Lampiran II UU 3/2022 yang
berupa Rencana Induk IKN tersebut telah
terlampir dan dapat diakses pada laman
resmi Sekretariat Negara, vyaitu pada
tautan: https://jdih.setneg.go.id/Produk
dan pada laman resmi DPR, yaitu pada
tautan:
https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1791.
[3.20.3.3] Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut,
dapat disimpulkan Lampiran II UU 3/2022
merupakan Rencana Induk Ibu Kota Negara
di mana rencana tersebut pada tahap awal
diusulkan akan diatur dalam Peraturan
Presiden kemudian disepakati bersama
sebagai bagian dari Lampiran II UU 3/2022.
Rencana Induk tersebut telah disampaikan
oleh Presiden kepada DPR dan telah
dibahas oleh Panja Pansus RUU IKN
bersama Presiden diwakili oleh Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Kementerian Dalam Negeri, dan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional. Meskipun dalam
Laporan Pansus tanggal 18 Januari 2022
terdapat fraksi yang menyatakan bahwa
Lampiran II tersebut belum dibahas, namun
demikian  berdasarkan risalah  Rapat
Paripurna tertanggal 18 Januari 2022, dapat
diketahui bahwa seluruh peserta sidang
paripurna menyetujui RUU IKN beserta
lampirannya untuk disahkan  menjadi
undang-undang. [vide Lampiran 64 him. 73
Keterangan DPR]. Lagipula dalam
pembahasan tingkat II, agenda yang
dilakukan adalah persetujuan dan
pengesahan RUU IKN, bukan pembahasan
norma pasal secara terperinci, termasuk
substansi Lampiran RUU a guo.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di
atas, menurut Mahkamah dalil para
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Pemohon bahwa Lampiran II RUU IKN yang
kemudian disahkan sebagai UU 3/2022 tidak
pernah dibahas pada saat persetujuan
bersama adalah tidak beralasan menurut
hukum.
[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan
para Pemohon berkenaan dengan pengujian formil UU 3/2022
adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan
dengan demikian proses pembentukan UU 3/2022 & quo tidak
bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, UU 3/2022
tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
[3.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan
lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas,
Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
[4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang
waktu pengajuan permohonan penguijian formil yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan;
[4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut
hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan seterusnya;
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P.
Foekh Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal
empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua,
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16.

selesai diucapkan pukul 12.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau
kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
Berikut.
PUTUSAN
NOMOR 49/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang diajukan oleh: Ir. SM Phiodias Marthias
Selanjutnya disebut sebagai--------------- ------------Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.3] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon berkaitan
dengan penguijian formil, maka terlebih dahulu Mahkamah akan
mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian
formil.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan
permohonan pengujian formil, Mahkamah melalui beberapa
putusannya telah menyatakan pendiriannya yang terakhir dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XX/2022 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 7 Juli
2022, yang pada pokoknya menegaskan berkenaan dengan
tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil maka
makna “sejak” lebih bersifat pasti dan konkret dibanding makna
“setelah”. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Mahkamah
berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-
undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 (empat
puluh lima) hari dihitung sejak undang-undang diundangkan
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[3.5]

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian
formil UU 3/2022 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret
2022 berdasarkan Akta Pengajuan formil Permohonan Pemohon
Nomor 46 dan seterusnya, dan dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 1 April 2022 dengan
Nomor 49/PUU-XX/2022. Sementara itu, UU 3/2022 diundangkan
pada 15 Februari 2022, sehingga permohonan diajukan pada hari
ke-44 (empat puluh empat) sejak UU 3/2022 diundangan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766.
Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 3/2022
tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6]

[3.7]

[3.8]

[3.9]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang
diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-
undang, yaitu: a, b, ¢, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a,
b dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusannya Nomor 006/PUU-
I11/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-
putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang,
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum pada 16 Juni 2010, berkaitan dengan kedudukan hukum
Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:
dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat
(1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6], dan
Paragraf [3.6][Sic!], dan Paragraf [3.8] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon
pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap telah dibacakan.
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[3.10]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
Bahwa terkait kedudukan hukum dalam pengujian formil
di Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai pertimbangan hukum
Putusan Mahkamah, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya
bahwa pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam
permohonan pengujian formil adalah pihak yang mempunyai
pertautan kepentingan dengan substansi pengujian formil yang
dimohonkan pengujian. Terkait dengan hal tersebut, UU 3/2022
yang diajukan untuk diuji oleh Pemohon merupakan Undang-
Undang tentang Ibu Kota Negara, yaitu undang-undang yang
menetapkan posisi atau letak, bentuk dan pengembangan
kawasan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Dalam penalaran
yang wajar undang-undang yang menetapkan segala sesuatu
yang berkaitan dengan ketentuan ibu kota negara merupakan
undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan
seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang yang akan
berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan
hak konstitusional setiap warga negara. Dalam kaitan ini,
Pemohon telah membuktikan sebagai perseorangan warga negara
Indonesia [vide bukti P-4], sehingga memiliki pertautan dalam
pembentukan UU 3/2022.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak
terbuktinya dalil adanya persoalan inkonstitusionalitas tentang tata
cara pembentukan UU 3/2022 sebagaimana didalilkan oleh
Pemohon pada pokok permohonan, Mahkamah berpendapat
Pemohon telah dapat menguraikan kedudukan hukumnya yang
memiliki hubungan pertautan dengan UU 3/2022 serta telah pula
menguraikan secara spesifik dan potensial adanya hubungan
kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak
konstitusional yang dialaminya dengan proses pembentukan UU
3/2022 yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh karenanya, jika
permohonan ini dikabulkan kerugian hak konstitusional dimaksud
tidak akan terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
penguijian formil UU 3/2022 a guo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
Permohonan a guo, permohonan Pemohon diajukan masih dalam
tenggang waktu vyang ditentukan, dan Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
permohonan pengujian formil UU 3/2022, maka selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
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17.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pokok Permohonan

[3.11]

[3.12]

[3.13]

[3.14]

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penyusunan Naskah

Akademik Rancangan UU 3/2022 tidak sesuai dengan ketentuan

pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan

argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau
argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk

Perkara): ANGKA 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah agar menyatakan pembentukan UU 3/2022
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda
bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 yang telah disahkan dalam
persidangan (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian
Duduk Perkara);
Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan
Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas, maka tidak
ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta
keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan
permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang
dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. Lagi pula, dalam pengujian
formil UU 3/2022 terdapat Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan
Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 yang telah dinyatakan selesai
pemeriksaan persidangannya [vide Risalah Sidang Perkara Nomor
25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 bertanggal
18 Mei 2022, him. 25], sehingga semakin meyakinkan Mahkamah
untuk tidak perlu lagi mengadakan persidangan guna meminta
keterangan dan/atau risalah rapat dari pembentuk undang-
undang terhadap perkara a guo. Termasuk dalam hal ini, tidak
ada relevansinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan
tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja penyelesaian
penguijian formil suatu undang-undang;

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan

Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, pokok

permohonan Pemohon adalah mengenai penyusunan dan muatan

naskah akademik UU 3/2022 yang tidak sesuai dengan asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya

pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah

mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam

UU 12/2011 adalah naskah hasil penelitian atau
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pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap
suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah  mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi,
atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan
hukum masyarakat ... kebutuhan hukum masyarakat
[vide Pasal 1 angka 11 UU 12/2011]. Lebih lanjut,
berkenaan dengan pembentukan undang-undang
dijelaskan pula oleh UU 12/2011 alasan-alasan perlunya
penyusunan naskah akademik sebagai acuan dalam
pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU). Oleh
karena itu, pada bagian latar belakang naskah
akademik menjelaskan mengapa pembentukan RUU
memerlukan suatu kajian yang mendalam dan
komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah
yang berkaitan dengan materi muatan RUU yang akan
dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada
penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, serta
yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya
penyusunan RUU [vide Lampiran I UU 12/2011].
Karena posisi naskah akademik sebagai acuan, maka
dalam perkembangan pembahasan suatu RUU dalam
rangka mendapatkan persetujuan bersama dari
pembentuk undang-undang maka tidak serta merta hal-
hal yang termuat dalam naskah akademik kemudian
masuk dalam materi undang-undang. Dengan kata lain,
walaupun telah termuat dalam naskah akademik
kemudian dalam pembahasan rancangan undang-
undang ternyata mengalami perubahan maka hal
tersebut tidak serta merta menyebabkan proses
pembentukan undang-undang menjadi inkonstitusional.

[3.14.2] Bahwa keberadaan naskah akademik memang
diharuskan dalam pembentukan undang-undang. Pasal
43 ayat (3) UU 12/2011 menyatakan, “Rancangan
Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau
DPD harus disertai Naskah Akademik”. Dalam perkara a
guo telah terdapat Naskah Akademik UU 3/2022
sebagaimana diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-12],
sehingga pada tahapan  penyusunan  dalam
pembentukan UU 3/2022 telah ternyata disertai dengan
naskah akademik.

Adapun mengenai muatan naskah akademik sebagaimana

dipersoalkan Pemohon, menurut Mahkamah berdasarkan
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18.

pertimbangan hukum paragraf di atas adalah tidak tepat
dipersoalkan konstitusionalitasnya, mengingat penyusunan naskah
akademik pada tahapan penyusunan pembentukan undang-
undang harus melalui tahapan pembahasan pembentukan
undang-undang yang dimungkinkan adanya perkembangan atau
perubahan. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai penyusunan
dan muatan naskah akademik bertentangan dengan UUD 1945
adalah tidak tepat karena seharusnya yang dipersoalkan oleh
Pemohon adalah mengenai proses atau prosedur pembentukan
UU 3/2022 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Sementara itu, mengenai proses atau prosedur pembentukan UU
3/2022 telah dinilai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 yang diucapkan sebelum
pengucapan putusan perkara @ qguo yang pada pokoknya
menyatakan proses pembentukan UU 3/2022 tidak bertentangan
dengan UUD 1945, oleh karenanya dalil-dalil para Pemohon untuk
kedua perkara tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dengan
demikian, terhadap dalil Pemohon a guo karena berkaitan dengan
proses pembentukan UU 3/2022, /n casu naskah akademik UU
3/2022 maka harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut
hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan
Pemohon berkenaan dengan pengujian formil UU 3/2022 adalah
tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sedangkan,
terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang
tidak ada relevansinya.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;
[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan seterusnya.
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5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P.
Foekh, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal
empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan
dalam Sidang Pleno terbuka ... kami ulangi, diucapkan dalam Sidang
Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai
diucapkan pukul 13.15 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut
di atas, dibantu oleh Syukri Asy‘ari sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili,
dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN
Nomor 36/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Eriko Fahri Gmtmg, S.H.

Sebagai --------- - e Pemohon I

2 sampai dengan 28 dlanggap dlbacakan

29. Fransiska Naomi Sltanggang

Sebagai --------- - e Pemohon XXIX;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Februari 2022,

memberi kuasa kepada Al Haq Harahap, S.H., dan kawan-

kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -------------------- para Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;
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19.

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
Mahkamah berwenang menguji permohonan Pemohon.
Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.3]

Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum mengajukan
permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7]

[3.8]

[3.9]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas

norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, para

Pemohon mengemukakan argumentasi yang selengkapnya

dimuat pada bagian Duduk Perkara, sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan di atas,
para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan
norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal
27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1),
Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 28]
ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan karenanya tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, para

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi

tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok

permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh

karena permohonan & guo telah jelas, maka Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan
pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut

pokok permohonan para Pemohon, oleh karena terhadap
penguijian konstitusionalitas norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal
28 ayat (2) UU ITE telah pernah diajukan permohonan
pengujian, maka Mahkamah terlebih dahulu akan
mempertimbangkan apakah permohonan & guo memenuhi
ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK
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2/2021), sehingga terhadap norma & guo dapat dilakukan
penguijian kembali.

[3.10.1]

[3.10.2]

Bahwa terkait dengan pertimbangan pada Paragraf
[3.10] di atas, Pasal 60 UU MK menyatakan:

(1), (2) dianggap dibacakan.

Kemudian Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

(1) dan (2) dianggap dibacakan.

Bahwa Mahkamah pernah memutus pengujian
norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008,
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum pada 5 Mei 2009. Dasar pengujian yang
digunakan dalam putusan tersebut adalah Pasal
28E ayat (2), ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan
Pasal 28F UUD 1945. Sementara itu, berkaitan
dengan pengujian norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE,
Mahkamah juga telah memutus dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XI/2013 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum pada 28 Agustus 2013. Adapun dasar
pengujian yang digunakan untuk putusan tersebut
adalah Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD
1945. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 28
Maret 2018, Mahkamah juga telah memutus
berkenaan dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE
dengan menggunakan dasar pengujiannya adalah
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E
ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Sedangkan, para Pemohon dalam perkara a guo,
baik terkait dengan pengujian norma Pasal 27 ayat
(3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE menggunakan
dasar pengujian yang sama yaitu Pasal 1 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal
28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat
(3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat
(1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 28] ayat (1)
dan ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian,
terdapat perbedaan dasar pengujian dalam
perkara a guo yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat
(2), dan ayat (4), serta Pasal 28] ayat (1) dan ayat
(2) UUD 1945. Adapun berkenaan dengan alasan
pengujian, setelah Mahkamah mencermati secara
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saksama perkara a gqguo terdapat perbedaan
dengan yang telah diputus oleh Mahkamah karena
para Pemohon mendalilkan pasal yang
dimohonkan pengujian merupakan “pasal karet"
walaupun sudah diputus oleh Mahkamah, tetapi
faktanya menurut para Pemohon putusan
Mahkamah tersebut tidak dilaksanakan oleh aparat
penegak hukum sehingga tidak memberikan
kepastian hukum atas hak-hak yang telah dijamin
oleh UUD 1945, sehingga para Pemohon memohon
agar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017
dinyatakan dalam amar putusan atau dituangkan
dalam revisi UU ITE;

[3.10.3] Bahwa walaupun objek permohonan yang diajukan
oleh para Pemohon & quo sama dengan Perkara
Nomor 50/PUU-VI/2008, Perkara Nomor 52/PUU-
X1/2013, Perkara Nomor 76/PUU-XV/2017, namun
oleh karena perkara @ qguo memiliki dasar
pengujian yang berbeda dan juga memiliki alasan
yang berbeda, maka terlepas terbukti atau
tidaknya secara substansial permohonan a guo,
secara formal permohonan & guo berdasarkan
ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78
PMK 2/2021, dapat diajukan kembali.

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara
saksama permohonan para Pemohon dan memperhatikan alat-
alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka isu
konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah
apakah benar ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat
(2) UU ITE merupakan “pasal karet” yang tidak memberikan
jaminan dalam penerapannya sehingga bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28,
Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3),
Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan
ayat (4), serta Pasal 28] ayat (1) dan ayat (2) UUD
1945. Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon
yang mempersoalkan konstitusionalitas norma
Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena dalam
implementasinya menurut para Pemohon seperti
“pasal karet” tidak melindungi hak-hak para
Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 karena
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aparat penegak hukum tidak menerapkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008,
maka penting bagi Mahkamah untuk terlebih
dahulu mengutip kembali pertimbangan hukum
dalam putusan tersebut yang telah
mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal
27 ayat (3) UU ITE sebagaimana vyang
dimaksudkan dalam Sub-paragraf [3.16.3], Sub-
paragraf [3.16.4], Sub-paragraf [3.16.5], Sub-
paragraf [3.16.7], Paragraf [3.17], dan Sub-
paragraf [3.17.1] [vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 5
Mei 2009, him. 106-110] sebagai berikut: dianggap
dibacakan.

[3.11.2] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum
atas Perkara Nomor 50/PUU-VI/2008, telah
ternyata Mahkamah dalam pendiriannya
sebagaimana amarnya menyatakan menolak
permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Dengan kata lain, Mahkamah telah menyatakan
bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam
permohonan @ guo dalam putusan sebelumnya
telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD
1945 dan karenanya tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat;

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P.FOEKH

[3.11.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara
saksama alasan permohonan para Pemohon dan
dasar pengujian yang diajukan sekalipun terdapat
perbedaan dengan perkara yang telah diputus
sebelumnya, namun yang dipersoalkan oleh para
Pemohon pada intinya adalah mengenai kekaburan
atau ketidakjelasan norma Pasal 27 ayat (3) UU
ITE sehingga tidak memberikan perlindungan
hukum atas hak kebebasan menyatakan pendapat,
di mana dalam penegakannya pun tidak sejalan
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
50/PUU-VI/2008. Oleh karena itu, para Pemohon
dalam petitumnya vyang Dbersifat alternatif
memohon kepada Mahkamah, khususnya pada
petitum huruf b, agar menyatakan Pasal 27 ayat
(3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945.
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[3.11.4]

Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati
secara saksama argumentasi yang dibangun oleh
para Pemohon untuk menyatakan
inkonstitusionalitas norma Pasal 27 ayat (3) UU
ITE tidak memiliki dasar yang kuat maka tidak
terdapat alasan yang fundamental bagi Mahkamah
untuk mengubah pendirian sebagaimana telah
diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 50/PUU-VI1/2008, oleh karenanya
Mahkamah tetap pada pendiriannya. Sementara
itu, jika dikaitkan dengan petitum alternatif huruf b
berikutnya, pada pokoknya para Pemohon
memohon hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh
Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 agar
dinyatakan dalam amar putusan atau dimasukkan
dalam revisi UU ITE. Dalam kaitan dengan apa
yang dimohonkan oleh para Pemohon, penting
bagi Mahkamah menegaskan kembali bahwa
ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan
penegasan atas norma hukum pidana penghinaan
yang terdapat dalam KUHP ke dalam norma
hukum baru sesuai dengan perkembangan di dunia
siber karena KUHP tidak dapat menjangkau delik
penghinaan dan pencemaran vyang dilakukan
secara online, dikarenakan adanya unsur “di muka
umum®. Oleh karena itu, penerapan norma Pasal
27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dilepaskan dari
norma penghinaan dalam KUHP yaitu Pasal 310
dan Pasal 311 KUHP sebagai norma pokoknya
(genus delict). Berkaitan dengan hal ini pun telah
dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam
pertimbangan  hukum  Putusan = Mahkamah
Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Sub-paragraf
[3.16.1] him. 104 sebagai berikut:

“Bahwa dan seterusnya dianggap telah dibacakan
Bahwa terlepas dari kekhawatiran para Pemohon
atas penerapan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE
yang sesungguhnya bukan merupakan ranah
kewenangan Mahkamah untuk  menilainya,
Pemerintah sesungguhnya telah menindaklanjuti
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-
VI/2008 tersebut dengan menerbitkan Keputusan
Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik
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[3.11.5]

Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154
Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang
Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut
Keputusan Bersama). Dalam Keputusan Bersama
tersebut telah dirumuskan pedoman untuk
pelaksanaan atau implementasi pasal-pasal
tertentu dari UU ITE, yaitu Pasal 27 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
29, dan Pasal 36 UU ITE, tanpa Mahkamah
bermaksud menilai legalitas dari Keputusan
Bersama dimaksud, Keputusan Bersama a guo
dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pasal-pasal
tertentu UU ITE tidak lagi menimbulkan multitafsir
dan kontroversi di masyarakat, sehingga
disusunlah pedoman implementasi bagi aparat
penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya [vide Menimbang huruf b
Keputusan Bersama]. Berkaitan dengan ihwal
Keputusan Bersama inipun sesungguhnya telah
dirujuk pula oleh para Pemohon dalam
permohonannya [vide Permohonan para Pemohon
him. 15]. Dengan adanya pedoman tersebut maka
aparat penegak hukum telah mendapatkan
panduan atau pedoman agar dalam
mengimplementasikan ketentuan norma pasal
yang dimohonkan pengujiannya tersebut tidak
bersifat represif namun secara hati-hati sehingga
implementasinya dapat dipertanggungjawabkan,
sebagaimana hal ini ditentukan dalam Keputusan
Bersama, khususnya dalam memberikan pedoman
implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE [Lampiran
Keputusan Bersama, him. 9-14], yang dipersoalkan
oleh para Pemohon. Adapun substansi pedoman
dimaksud sebagai berikut:

a, b, ¢, d sampai dengan | dianggap telah
dibacakan.

Bahwa dengan demikian, tanpa Mahkamah
bermaksud menilai legalitas Keputusan Bersama
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sebagaimana diuraikan di atas maka persoalan
mengenai implementasi penegakan norma Pasal
27 ayat (3) UU ITE yang merupakan bentuk
kekhawatiran para Pemohon telah terjawab melalui
pedoman bagi aparat penegak hukum dalam
Keputusan Bersama vyang saat ini menjadi
pegangan dalam menerapkan norma pasal a guo.
Oleh karena itu, tidak terdapat persoalan
konstitusionalitas norma, maka terhadap
permohonan para Pemohon yang memohon agar
pertimbangan  hukum  Putusan = Mahkamah
Konstitusi Nomor  50/PUU-VI/2008 dinyatakan
dalam amar putusan adalah tidak beralasan
menurut hukum. Sementara itu, berkenaan
dengan petitum para Pemohon yang memohon
agar segera merevisi UU ITE bukan merupakan
kewenangan  Mahkamah tetapi  merupakan
kewenangan pembentuk undang-undang.

21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.12] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para
Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal
28 ayat (2) UU ITE yang dianggap para Pemohon telah
menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga menyimpang
dari pembatasan hak yang telah ditentukan dalam Pasal 28]
ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil @ guo penting bagi
Mahkamah untuk mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1]

[3.12.2]

Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 28 ayat (2)
UU ITE, telah pernah diputus oleh Mahkamah
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52
dan seterusnya 2013 yang diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum pada 28 Agustus 2013,
di mana dalam pertimbangan hukum pada
Paragraf [3.11], Paragraf [3.12], Paragraf
[3.13], Paragraf [3.14], Mahkamah antara lain
menyatakan sebagai berikut:

Masing-masing paragraf dianggap dibacakan.
Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 52 dan seterusnya 2013, Mahkamah
menyatakan dalam amar putusannya bahwa
norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak
bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya,
dalam Perkara Nomor 76 dan seterusnya 2017
yang mempersoalkan frasa “antargolongan” dalam
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norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga telah diputus
oleh Mahkamah dalam sidang terbuka untuk
umum pada 28 Maret 2018, di mana dalam
pertimbangan hukum pada Sub-Paragraf [3.13.2],
Paragraf [3.14], Sub-Paragraf [3.14.1], Sub-
Paragraf [3.14.2], Paragraf [3.15], Paragraf
[3.16], Mahkamah antara lain menyatakan:
“...Problem konstitusional justru timbul tatkala
istilah “antargolongan” dan seterusnya dianggap
dibacakan

[3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan para
Pemohon yang mengkhawatirkan implementasi penegakan
hukum norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE, oleh karenanya dalam
petitum alternatif huruf b, khusus terhadap Pasal 28 ayat (2)
UU ITE, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar
menyatakan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 76 dan seterusnya 2017 dalam amar putusan
perkara a guo. Terhadap kekhawatiran dan permohonan para
Pemohon tersebut sesungguhnya telah terjawab pula dengan
ditindaklanjutinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76 dan
seterusnya 2017 dalam Keputusan Bersama sebagaimana
telah dipertimbangkan di atas dalam Sub-Paragraf [3.11.4].
Dalam Keputusan Bersama tersebut ditentukan pula pedoman
penerapan atau implementasi Pasal 28 ayat (2) UU ITE agar
tidak menimbulkan multitafsir atau kontroversi di masyarakat
[vide Konsideran Menimbang huruf b Keputusan Bersamal].
Adapun pedoman implementasi, khususnya Pasal 28 ayat (2)
UU ITE menyatakan sebagai berikut:

a, b, ¢, d, e, f dianggap dibacakan.

Dengan demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai
legalitas Keputusan Bersama yang substansi pokoknya telah
menindaklanjuti  putusan Mahkamah  Konstitusi, maka
sesungguhnya tidak ada relevansinya kekhawatiran para
Pemohon atas implementasi norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
Oleh karena itu, dalil para Pemohon & guo tidak beralasan
menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf
sebelumnya, Mahkamah menilai telah ternyata ketentuan
norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak
menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah memberikan
perlindungan hukum kepada setiap orang sebagaimana
dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para
Pemohon berkenaan dengan Pasal 27 ayat (3) diulangi, Pasal
27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE bertentangan dengan
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22,

UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan,
terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena
dipandang tidak ada relevansinya.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut
hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan seterusnya.
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Daniel
Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo,
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas,
bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua,
selesai diucapkan pukul 13.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dengan demikian, pengucapan keputusan dan penetapan telah
selesai. Kemudian, salinan putusan dan ketetapan akan dikirim melalui
email pada Para Pihak setelah sidang pengucapan putusan ini selesai
atau paling lambat tiga hari kerja setelah sidang ditutup.
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Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.40 WIB

Jakarta, 20 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan
silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=18&kat=1&menu=16 ).
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